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ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif 

Syari’ah (Studi Perbandingan Dengan Akad Salam) yang disusun oleh Dian 

Misfa Dilla, NIM 1215055, Program Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah 

(Muamalah), Fakultas Syari‟ah, IAIN Bukittinggi. Penulisan skripsi ini 

dilatarbelakangi oleh munculnya jual beli online dengan sistem dropshipping, 

yaitu suatu sistem di mana penjual (dropshipper) melakukan penawaran barang 

milik supplier (penyedia barang) kepada konsumen dan menentukan harga barang 

sendiri. Dalam hal ini, barang tidak tersedia pada dropshipper. Oleh karena itu, 

syarat kepemilikan barang tidak ditemukan pada penjual (dropshipper). Masalah 

pokok dalam penelitian ini bagaimana penerapan akad salam dalam transaksi jual 

beli online dengan sistem dropshipping menurut perspektif syari‟ah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian 

hukum normatif  (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka yang relevan dengan pembahasan ini. 

Namun penelitian ini juga membutuhkan data dari lapangan sebagai data 

pendukung yang diperoleh melalui teknik wawancara. Setelah data terkumpul, 

data tersebut dianalisa dengan memakai metode komparatif yaitu membandingkan 

antara akad salam dengan sistem dropshipping. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: Pertama, akad dalam jual beli online dengan sistem 

dropshipping melibatkan tiga pihak dengan dua akad yaitu: 1) antara supplier 

dengan dropshipper, akad terjadi ketika ada penawaran dari supplier dan 

ditanggapi oleh calon dropshipper dengan melakukan pendaftaran dan 2) antara 

dropshipper dengan pembeli, akad terjadi  ketika pembeli melakukan pemesanan 

barang dan mentransfer uang kepada dropshipper dan dropshipper menerima 

pesanan tersebut kemudian dilanjutkan kepada supplier untuk dilakukan 

pengiriman barang ke alamat pembeli. Kedua, Transaksi jual beli online yang 

menggunakan sistem dropshipping dapat menimbulkan masalah bagi para pihak 

yaitu dropshipper, supplier, dan pembeli. Namun, dari masalah-masalah yang 

terjadi dalam jual beli online sistem dropshipping yang sering dirugikan adalah 

pembeli, seperti: pengiriman barang kadang-kadang terlambat dari waktu yang 

dijanjikan, adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, dan 

adanya penipuan dengan tidak dikirimnya barang setelah pembeli mentransfer 

uang. Ketiga, jual beli sistem dropshipping dibolehkan menurut syari‟ah dengan 

menggunakan alternatif akad yaitu akad salam. Meskipun terdapat beberapa 

perbedaan, namun tidak dilarang oleh syari‟at Islam. Dilihat dari pihak-pihak 

yang terlibat dalam transaksi dropshipping, maka sistem dropshipping lebih 

sesuai ke akad salam, khususnya salam paralel. Transaksi dropshipping boleh 

menurut syari‟ah/hukum Islam asalkan objek barang yang diperjualbelikan tidak 

mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari syari‟at Islam. Di samping itu, 

para pihak juga harus bersikap jujur dan beritikad baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial atau dikenal dengan istilah zoon politicon, 

karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain 

dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama dalam hal muamalah. 

Manusia tidak dapat lepas dari pergaulan bermuamalah. Oleh karena itu, 

ajaran Islam yang diturunkan untuk manusia, membawa suatu tuntutan dan sistem 

muamalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan 

mereka. Ternyata titik berat ajaran Islam diletakkan dalam soal muamalah. Di 

samping ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada Tuhan, 

ajaran tentang muamalah untuk mengatur perhubungan sesama manusia, tidak 

pula kurang pentingnya. Ukuran iman seorang muslim tidaklah cukup dengan 

ibadahnya belaka, tetapi soal muamalah, sosial dan ekonomi dijadikan pula oleh 

Nabi sebagai ukuran yang setepat-tepatnya bagi keimanan seorang muslim.
1
 

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta 

                                                 

1
KH. Abdullah Zaky Al Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2002), Cet-1, hlm. 15. 



ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawaban 

kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu 

diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar 

berbagai kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan 

kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan Hukum Mu‟amalah.
2
 

Manusia harus berinteraksi satu sama lain agar kebutuhannya dapat 

terpenuhi. Di sinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala 

bentuk kehidupan, dan salah satunya adalah muamalah. Persoalan muamalah 

merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam 

upaya memperbaiki kehidupan manusia. Salah satu bentuk perwujudan muamalah 

yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli. Jual beli ada karena didasarkan atas 

rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar 

membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan 

jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan.  

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah SAW. 

Adapun firman Allah SWT yang berbicara tentang jual beli antara lain, Surat Al-

Baqarah ayat 275:
3
 

 ََّّ  باَ الر َّ وحََر مََّ الْب يَعََّْ اللَُّ واَحََل َّ
                                                 

2
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata), (Yogyakarta: FH 

UII, 2004), Cet. ke-2, hlm. 11. 
3
Abdul Rahman Ghazaly, M.A dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-2, 

hlm. 68-69. 



 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” 

Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS. An-

Nisa‟/4: 29 

     َّ  َّ َّَّ  َّ   َّَّ   َّَّَّ َّ

 َّ َّَّَّَّَّ  َّ  َّَّَّَّ َّَّ  َََََّّّّّ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

Di era milenial seperti saat ini, perkembangan zaman semakin modern, 

teknologi semakin canggih, dan terus  berkembang. Saat ini segala bentuk 

aktivitas manusia yang biasa dikerjakan secara manual, sudah bisa dikerjakan 

dengan sentuhan-sentuhan panel saja, termasuk kegiatan jual beli. Kegiatan 

perniagaan atau jual beli sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Di zaman 

Rasulullah SAW, kegiatan jual beli dilakukan dengan bertemu langsung antara 

penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun saat ini, jual beli sudah 

bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, bisa dilakukan dimana dan 

kapanpun selama 24 jam dengan menggunakan sistem online dari smartphone 

atau gadget yang sudah terkoneksi dengan internet.
4
 

Dengan modal paket internet dan smartphone atau gadget seseorang dapat 

membuat toko online dan mempromosikan suatu produk melalui media sosial 

                                                 

4
http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1108/1256 diakses pada tangal 13 

Desember 2018, pukul 18.49 WIB. 

http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1108/1256


(medsos) seperti Facebook, Twitter, Blackberry Messanger, Whatsapp, 

Instagram, dan lain-lain. Salah satu bentuknya adalah jual beli online dengan 

sistem dropshipping yang semakin populer dan banyak diminati oleh para 

pebisnis pemula pada saat ini. Jual beli online dengan sistem dropshipping 

merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk 

melakukan jual beli online.  

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki 

produk apa pun. Dalam sistem ini, dropshipper hanya menjadi perantara untuk 

konsumen dengan pihak penjual atau supplier yang sebenarnya. Dropshipper 

tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan 

hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria 

barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang 

memiliki barang yang sesungguhnya.
5
 Jadi, intinya ada tiga komponen yang 

terlibat dalam transaksi ini, yaitu: dropshipper (penjual), supplier (agen/toko 

penyedia barang), dan konsumen (pembeli). 

Dropshipping dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli di mana 

pihak dropshipper  menentukan harga barang sendiri atau kesepakatan harga 

bersama dengan pihak supplier. Namun, setelah mendapat pesanan barang, 

dropshipper langsung membeli barang dari supplier. 

                                                 

5
Muflihatul Bariroh, “Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Persfektif Fiqh Muamalah” 

dalam jurnal IAIN Tulung Agung Vol. IV (2016), hlm. 204. 



Dropshipping merupakan sebuah teknik pemasaran di mana penjual 

(droshipper) tidak perlu menyimpan stok barang, cukup dengan menyebarkan foto 

produk yang berasal dari produsen (supplier). Ketika penjual mendapatkan 

pesanan dari pembeli yang tertarik dengan foto barang, maka ia akan 

menghubungi supplier lalu barang akan dikirimkan oleh supplier kepada pembeli 

atas nama penjual. Jadi, seolah-olah penjual (droshipper) adalah pemilik serta 

pengirim barang yang sesungguhnya. Maka dari itu, transaksi jual beli  

dropshipping memiliki banyak sisi positif keuntungan, di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Penjual mendapatkan keuntungan atau ongkos bayaran atas jasanya 

memasarkan barang milik produsen atau toko tertentu. 

2. Penjual tidak memerlukan modal besar, bahkan tanpa modal. 

3. Penjual tidak perlu menyediakan gudang barang, dikarenakan semua barang  

berada pada produsen. 

4. Penjualnya bisa saja orang yang tidak berpendidikan tinggi, cukup dengan 

cakap dan lihai menggunakan dunia maya atau internet. 

5. Penjual terbebas dari beban pengemasan dan pengantaran produk. 

6. Jual beli dropship ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Dalam hal jual beli menurut fiqh muamalah, kepemilikan barang dalam 

sistem jual beli adalah suatu hal yang mutlak harus terpenuhi. Artinya barang 

yang diperjualbelikan tersebut harus ada dalam tanggungan si penjual, karena 

barang yang diperjualbelikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara 



sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu 

(bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-

hak yang diakui oleh syara‟ tetap ada di tangan pemilik.
6
  

Salah satu syarat jual beli adalah kepemilikan barang yang utuh. Seseorang 

tidak boleh menjual barang yang tidak ia miliki. Sebagaimana dalam hadits yang 

diriwayatkan dari „Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa 

Rasulullah Shalallahu „Alaihi wa Sallam bersabda:
7
 

خبرناَّزيادَّبنَّأيوّبَّقال:َّحدّثناَّابنَّعليةَّّقال:َّحدّثناَّأيوّبَّقال:َّحدّثناَّأ
عمروَّبنَّشعيبَّقال:َّحدّثنيَّأبيَّعنَّأبيوَّحتىَّّذكرَّعبدَّاللَّبنَّعمروَّقال:َّقالَّ

)رواهََّّرسولَّالل:َّلاَّيحلَّسلفٌَّوبيع,َّولاَّشرطانَّفيَّبيعٌ,َّولاَّربعَّمالمَّيضمن
  النساَّئ(

  

Ziyad bin Ayub mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ulayyah yang 

menyampaikan dari Ayub, dari Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya 

hingga sampai kepada Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda,”Tidak 

boleh melakukan jual beli yang mensyaratkan utang,  dua syarat dalam satu akad 

jual beli, dan mendapatkan untung (dengan menjual barang) yang tidak berada 

dalam tanggungannya”. (HR. An-Nasa‟i, nomor 4634). 

 

Hadits di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menjual barang yang belum 

dimiliki dan belum menjadi kekuasaannya. Namun, dalam sistem jual beli 

dropshipping bahwa syarat kepemilikan barang tidak ditemukan pada penjual. 

Oleh karena itu, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum 

dropshipping dalam ranah hukum ekonomi syari‟ah. Jadi, untuk menghindari 
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keraguan bertransaksi dalam dropshipping maka harus ada hukum yang jelas 

secara syari‟ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi.  

Dari beberapa bahasan skripsi dan artikel tentang jual beli dropshipping 

yang penulis temukan di internet banyak hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

jual beli sistem dropshipping tersebut sama dengan akad salam, akad wakalah dan 

samsarah. Dengan demikian, terdapat beberapa transaksi muamalah yang bisa 

dijadikan solusi bolehnya melakukan jual beli dropshipping, salah satunya adalah 

akad salam. Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli 

(muslam) dengan penjual ( muslam „alaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan 

harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka 

secara penuh.
8
 

Apabila dilihat dari pengertian transaksi dropshipping dan akad salam 

terdapat sedikit kemiripan namun berbeda. Dimana persamaan atau kemiripan 

antara akad salam dan jual beli dropshipping ini yaitu pembayaran atas harga 

barang diserahkan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada 

waktu yang telah ditentukan. Sementara perbedaannya adalah pada akad salam. 

Pertama, terdapat dua pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi  yaitu 

penjual (pihak yang menerima pesanan) dan pembeli (pihak yang memesan), tidak 

ada perantara dalam transaksi tersebut. Kedua, spesifikasi dan harga barang yang 
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akan dipesan telah disepakati di awal akad antara pembeli dan penjual kemudian 

penjual akan mengadakan barang tersebut sesuai dengan pesanan pembeli.  

Sedangkan, pada jual beli dropshipping. Pertama, terdapat tiga pihak yang 

terlibat yaitu Supplier, dropshipper/ penjual, dan pembeli. Kedua, pembeli hanya 

bisa melihat barang melalui foto yang diupload oleh penjual di media sosial 

beserta keterangan mengenai spesifikasi barang. Sementara, penjual tidak 

menyetok barang dan penjual hanya mengetahui barang tersebut melalui 

keterangan saja dari pihak supplier, maka bisa dikatakan bahwa penjual sendiri 

tidak tahu persis bagaimana keadaan barang. Ketiga, yang melakukan pengiriman 

barang kepada pembeli adalah supplier dengan mengatasnamakan si penjual, 

dengan demikian si pembeli  beranggapan bahwa yang memiliki barang tersebut 

adalah pihak dropshipper dan dengan demikian hilangnya informasi yang jelas 

dari pihak dropshipper. 

Dalam penjualan produk dengan menggunakan sistem dropshipping 

terdapat beberapa permasalahan yang mungkin terjadi sebagai berikut: 

1. Barang yang dikirim tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, 

2. Barang yang dijanjikan ada ternyata tidak ada, 

3. Pembeli sudah membayar akan tetapi barang yang dijanjikan sama sekali 

tidak dikirim oleh penjual, 

4. Barang yang dikirim terdapat cacat fisik, 

5. Barang yang dikirim ternyata palsu. 



Untuk itu, penulis tertarik meneliti tentang bagaimana sebetulnya  posisi 

akad salam ketika dijadikan sebuah barometer pada transaksi jual beli 

dropshipping yang sesuai dengan syari‟at Islam. Karena menurut penulis akad 

salam bukanlah akad yang cocok jika digunakan dalam jual beli dropshipping. 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul: “Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Syari’ah (Studi 

Perbandingan dengan Akad Salam)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas untuk lebih memfokuskan ini agar tidak 

terjadi kesimpangsiuran, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana akad dalam jual beli online dengan sistem dropshipping? 

2. Apa saja masalah-masalah yang timbul dalam jual beli online sistem 

dropshipping? 

3. Bagaimana jual beli online dropshipping menurut perspektif syari‟ah (studi 

perbandingan dengan akad salam)? 

C. Tujuan dan manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui akad dalam jual beli online dengan sistem dropshipping. 

b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang akan timbul dalam jual beli sistem 

dropshipping. 



c. Untuk mengetahui jual beli dropshipping menurut perspektif syari‟ah (studi 

perbandingan dengan akad salam). 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara akademik, menjadi sumbangan karya ilmiah untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya khazanah intelektual khususnya 

dalam bidang muamalah. 

b. Secara praktis, untuk memberikan solusi dan pemecahan terhadap masalah 

yang ada kaitannya dengan topik penelitian, yaitu tentang jual beli 

dropshipping menurut perspektif syari‟ah (studi perbandingan dengan akad 

salam).  

c. Untuk memenuhi salah satu syarat dari Institut guna mencapai gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syari‟ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah. 

D. Tinjauan Pustaka 

Sejauh ini menurut penulis, belum didapatkan buku yang khusus membahas 

hukum jual beli dropshipping menurut perpektif syari‟ah. Mengenai pembahasan 

yang akan diteliti, belum ada tulisan skripsi terdahulu IAIN Bukittinggi 

khususnya di Fakultas Syari‟ah yang membahas tentang Dropshipping. 

Pembahasan yang terkait dengan tema dropshipping didapatkan dari skripsi dan 

artikel di Internet. Berikut di antaranya: 

1. Putra Kalbuadi 1110046100104 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan 

judul skripsi “Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping 

Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum 



KASKUS)”. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa jual beli sistem 

dropshipping memiliki kesamaan dengan akad bai‟ as-salam dan akad 

wakalah. Sistem jual beli dropshipping juga diperbolehkan karena telah 

memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fikih.  

2. Faisal Fahmi 1111046100085 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul 

skripsi “ Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship dengan Fatwa MUI (Studi 

Kasus Pada Market Place Bukalapak)”. Dalam skripsi ini, penulis 

menjelaskan bahwa jual beli online dengan sistem dropship memiliki 

kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah. Sistem dropship 

adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan dengan catatan seorang 

droshipper mengambil margin/ keuntungan dengan sewajarnya. 

3. Rudiana dan Achmad Otong Bustomi menulis artikel (Jurnal peneletian 

Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon) dengan judul 

“Transaksi Dropshiping Perspektif Ekonomi Syari‟ah”. Dalam tulisannya 

mereka mencantumkan konsep transaksi dropshipping mirip dengan bai‟ as-

salam. Perbedaannya adalah transaksi dropship tidak memiliki wilayah 

(kekuasaan) terhadap barang untuk dijual dan mengatasnamakan label 

pengiriman barang namun tidak melakukan pengiriman, yang seolah-olah 

dropship adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. 

Berangkat dari penjelasan di atas, perbedaannya dengan penulisan yang 

akan penulis bahas yaitu Putra Kalbuadi membahas tentang Jual Beli Online 

dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual 

Beli Islam, Faisal Fahmi membahas Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship dengan 



Fatwa MUI, dan Rudiana dan Achmad Otong Bustomi dalam artikelnya 

membahas Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syari‟ah. Sementara 

penulis akan membahas Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Syari‟ah 

(Studi Perbandingan dengan akad Salam), disini penulis akan meneliti bagaimana 

sebetulnya  posisi akad salam ketika dijadikan sebuah barometer pada transaksi 

jual beli dropshipping yang sesuai dengan syari‟at Islam. Karena menurut penulis 

akad salam bukanlah akad yang cocok jika digunakan dalam jual beli 

dropshipping. 

E. Penjelasan Judul  

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang judul skripsi  ini, 

maka penulis akan menjelaskan maksud dari beberapa kata yang mempunyai 

makna penting dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

Jual beli : Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang    

dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 

yang lain atas dasar saling merelakan.
9
 

Dropshipping : Dropshipping adalah sebuah teknik pemasaran dimana 

penjual tidak menyimpan stok barang, dan jika penjual 

mendapatkan order, penjual tersebut langsung 

meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke 

                                                 

9
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 67. 



supplier.
10

 

Perspektif :  Cara pandang atau sudut pandang terhadap sesuatu. 

Syari‟ah  : Hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas yang tertera 

dalam Al-Qur‟an dan hadis sahih atau ditetapkan dengan 

ijma‟.
11

 

Studi  :  Adalah penelitian ilmiah.
12

 

Perbandingan  : Suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan 

mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian 

atau lebih untuk menambah dan memperdalam 

pengetahuan tentang objek yang dikaji.
13

 

Akad Salam : Bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan 

penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment 

atau forward buying atau future sale) dengan harga, 

spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat 

penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya 

dalam perjanjian.
14
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Transaksi dropshipping merupakan salah satu bentuk jual beli online 

(pesanan), dalam jual beli online sistem dropshipping tidak ditemukan syarat 

kepemilikan barang pada penjual, sedangkan ada hadis yang melarang melakukan 

jual beli barang yang tidak dimiliki atau tidak berada dalam tanggungan. Dalam 

Islam jual beli pesanan disebut dengan akad salam, tetapi terdapat beberapa 

perbedaan antara transaksi dropshipping dengan akad salam. Secara keseluruhan 

maksud dari judul penulis adalah membandingkan antara transaksi dropshipping 

dan akad salam dengan melihat bagaimana penerapan akad salam dalam transaksi 

dropshipping tersebut. Kemudian dituangkan dalam skripsi penulis yang berjudul 

Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Syari‟ah (Studi Perbandingan Dengan 

Akad Salam). 

F. Metode Penelitian 

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu 

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metode 

penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda penelitian, 

ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian. Dalam filsafat dikenal 

sebagai ilmu tentang alat untuk mencari kebenaran dan metodologi penelitian juga 

merupakan bagian dari logika.
15
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Sebagaimana lazimnya dalam penelitian atau penulisan ilmiah memerlukan 

metode yang tepat, sehingga keberadaannya dapat diterima. Demikian pula halnya 

dengan penulisan skripsi ini, penulis metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan atau penelitian Hukum 

Normatif  (library research), yaitu penelitian yang sumber datanya menggunakan 

literatur kepustakaan atau dari sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan 

ini. Namun, pada penelitian ini juga membutuhkan data lapangan sebagai data 

pendukung dalam penulisan skripsi ini untuk lebih akurat dalam menganalisis. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data terbagi pada beberapa bahagian, yaitu:  

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari lapangan terutama tentang 

akad dalam transaksi dropshipping dan masalah-masalah yang timbul dari 

praktik jual beli dropshipping, yang dihimpun melalui penelitian dengan 

wawancara terhadap pelaku (dropshipper, supplier, dan konsumen) dalam 

jual beli sistem dropshipping. 

b. Data sekunder, yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang 

didapat melalui kepustakaan. Data utama dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdiri dari; Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum 

pokok berupa al-Qur‟an, Hadist, undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga pasal 1320 KUH Perdata 

tentang syarat sah perjanjian. Kedua, bahan hukum sekunder yang diambil 

dari buku atau kitab, jurnal dan bacaan lainnya dari media massa baik cetak 



maupun elektronik yang berhubungan serta mendukung penelitian ini. Ketiga, 

bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus KBBI, 

ensiklopedia hukum islam, dan ensiklopedi fiqh muamalah.  

3. Teknik Pengolahan Data 

Data merupakan segala keterangan yang berkaitan dengan tujuan penulisan. 

Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data 

hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terutama data dari lapangan 

diperoleh melalui teknik wawancara. Wawancara adalah metode pengambilan 

data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan 

atau responden.
16

 Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara (interview guide). Pedoman wawancara diperlukan sebagai alat bantu 

peneliti dalam melakukan wawancara. Peneliti mempersiapkan dan menulis 

pertanyaan dengan satu atau dua kata saja, gunanya untuk mengontrol agar 

Informan atau responden dalam penelitian ini yaitu dropshipper, supplier dan 

konsumen yang sering atau pernah melakukan kegiatan transaksi jual beli sistem 

dropshipping. Informan dalam hal ini diberikan kebebasan untuk menjawab 

namun tetap dalam konteks bahan wawancara. 
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Setelah data terkumpul, baik data yang diperoleh dari lapangan maupun  

data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian data akan dicermati dan diolah. 

Pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. seleksi data, yakni setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti 

kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengolah data.  

b. Klasifikasi data, yakni setelah data terkumpul dan diteliti, lalu dikelompokkan 

menurut jenis dan bentuknya untuk kemudian diambil kesimpulan. 

4. Analisis Data   

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 

dengan demikian data tersebut dapat berarti dan bermakna serta berguna dalam 

memecahkan masalah. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa 

terhadap data tersebut dengan memakai metode komparatif, yaitu menganalisa 

perbandingan antara dua hal yang kemudian diambil kesimpulan dengan 

argumentatif. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam 

pembahasan secara menyeluruh, maka penulis membagi skripsi menjadi empat 

bab. Secara umum gambaran sistematikannya sebagai berikut:  

Bab I, merupakan pendahuluan. Bab ini sebagai sebuah pengantar dalam 

melakukan penelitian. Pendahuluan terbagi dalam beberapa sub-sub bab, yakni 

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, tinjauan 

pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 



Bab II, membahas tentang landasan teori yang terdiri dari sub-sub bab yang 

pertama yaitu membahas tinjauan umum tentang akad salam, yang terbagi atas; 

pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli 

salam, jenis akad salam, mekanisme dan keuntungan jual beli salam dan sub bab 

yang kedua membahas deskripsi tentang sistem dropshipping, yang terbagi atas; 

konsep tentang dropshipping, mekanisme dropsipping, kelebihan dan kekurangan 

jual beli online dengan sistem droshipping. 

Bab III, membahas tentang hasil penelitian yaitu, obyek kajian dalam 

penelitian yang berisi tentang analisis akad dalam jual beli online dengan sistem 

dropshipping, analisis mengenai masalah yang mungkin timbul dalam jual beli 

sistem dropshipping dan analisis mengenai jual beli dropshipping menurut 

perspektif syari‟ah. 

Bab IV, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang ada 

dan saran-saran dari penulis. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjaun Umum Tentang Akad Salam 

1. Pengertian Jual Beli Salam 

Jual beli pesanan (indent), dalam istilah fikih disebut al-Salam (السلام) 

bahasa penduduk Hijaz atau al-Salaf  (السلف) bahasa penduduk Irak. Secara 

etimologis kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan 

pembayaran dan mengakhirkan barang. Secara terminologis, salam adalah 

menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang 

yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih 

dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.
17

 Menurut Sayyid 

Sabiq, al-Salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih 

berada dalam tanggungan) dengan pembayaran segera atau disegerakan.
18

 

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fih) dengan pengiriman 

di kemudian hari oleh penjual (muslam ilaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh 

pembeli (al-muslam) pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu.
19

 

Selain definisi tersebut, terdapat beberapa definisi lain mengenai salam yang 

berkembang di kalangan fuqaha, antara lain:  
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a. Menurut ulama Syafi‟iyah, Hanabilah dan Malikiyah yang dikutip dari buku 

Dimyauddin Djuwaini, bahwa Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah menjelaskan, 

salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang 

ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayarannya 

dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyah menyatakan, salam 

adalah akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di 

muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu 

tertentu.
20

 

b. Menurut al-Bahuti yang dikutip dari buku Haris Faulidi Asnawi, bahwa al-

Bahuti mendefenisikan al-Salam sebagai transaksi atas sesuatu yang masih 

berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan 

kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Atau secara lebih 

ringkas disebutkan jual beli yang ditangguhkan dengan harga disegerakan.
21

 

c. Definisi salam menurut PERMA RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syari‟ah Pasal 20 ayat (34), salam adalah jasa pembiayaan 

yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan 

dengan pemesanan barang. 

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli salam 

adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai 

ketika akad berlangsung dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, 
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spesifikasi, jumlah, kualitas, serta tanggal dan tempat penyerahan barang yang 

jelas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. 

 

 

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam 

Jual beli pesanan atau al-Salam merupakan akad yang dibolehkan atau 

dibenarkan dalam Islam, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, karena 

merupakan pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan 

objeknya. Dasar hukum dibolehkannya akad salam ini adalah: 

a. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 282: 

     َّ َّ َّ َّ َّ  َّ َّ َّ َّ   َّَّ  َّ

 َّ َّ  َّَّَّ َّ َّَّ َّ  َّ َّ َّَّ َّ

 َّَّ َّ  َّ  َّ َّ َّَّ َّَّ  َّَّَّ َّ َّ

 َّ  َّ َّَّ  َّَّَّ   َّَّ َّ َّ َّ  َّ   َّَّ

  َّ   َّَّ   َّَّَّَّ  َّ َّ  َّ  َّ َّ

   َّ َّ   َّَّ َّ   َّ  َّ   َّ  َّَّَّ َّ

   َّ  َّ َّ َّَّَّ َّَّ  َّ َّَّ َّ َّ َّَّ َّ

َّَّَّ َّ  َّ  َّَّ   َّَّَّَّ َّَّ َّ

  َّ َّَّ  َّ َّَّ  َّَّ*  َّ َّ   َّَّَّ



 َّ َّَّ َّَّَّ َّ  َّَّ َّَّ َّَّَّ  َّ

َّَّَّ َّ  َّََّّ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia 

sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” 

 

Asbabun nuzul ayat ini adalah pada waktu Rasulullah SAW datang ke 

Madinah pertama kali, orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam 

waktu satu, dua atau tiga tahun. Oleh sebab itu, Rasulullah bersabda: “barang 

siapa mengutamakan sesuatu hendaklah timbangan/ukuran yang tertentu dan 

dalam jangka waktu yang tertentu pula”. sehubungan dengan itu, Allah Swt 

menurunkan QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai perintah apabila mereka 

melakukan utang piutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah 



ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga terjadinya 

sengketa pada waktu yang akan datang.
22

 

Ayat di atas menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, 

baik dalam hutang piutang ataupun bermuamalah tidak secara tunai. Kata 

”bermuamalah tidak secara tunai” bersifat umum, meliputi tidak tunai dalam 

pembayaran dan tidak tunai dalam pemberian barangnya (salam) maka 

disyaratkan untuk menuliskannya Allah Swt menyerukan dengan lafadz ( فاكتبوه  ). 

Dalam jual beli salam yang merupakan jual beli pesanan dengan 

pembayaran di muka, baik tunai maupun tidak juga diharuskan untuk melakukan 

penulisan dalam transaksi tersebut. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika 

kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo (tidak tunai), maka 

hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan di 

kemudian hari, serta guna menjaga akad/transaksi yang telah dilakukan. 

b. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas 

هَا ثنَاَّسُفْياَنَُّعَنَِّابْنَِّأَبِيَّنَجِيحٍَّعَنَّْعَبْدَِّاللَّبْنَِّكَثِيرٍ،َّعَنَّْأَبِيَّالْمَن ْ ثنَاَّأَبوَُّنُ عَيْمٍ:َّحَد  لِ،َّعَنَِّحَد 
َّالْمَدِينَةََّوَىُمَّْيُسْلِفُونََّفِيَّالش مارَِّالس نَتَ يْنَّ هُمَاَّقَالَ:َّقَدِمََّالن بِيُّ َّابْنَِّعَب اسٍَّرَضِيََّاللَّعَن ْ

وَالث لَاثَ،َّفَ قَلَ:َّ))أَسْلِفُاَّفِيَّالث مارَِّفِيَّكَيْلٍَّمَعْلُومٍَّاِلَىَّأَجَلٍَّمَعْلُومٍ((.َّوَقاَلََّعَبْدَُّالِلَّبْنََّ
ث نااَبْنَُّأَبِيَّنَجِيحٍ،َّوَقاَلَ:َّ))فِيَّكَيْلٍَّمَعْلُومٍَّوَوَزْنٍَّمَعْلُومٍ(( ث ناَّسُفْيَانُ:َّحَد  23الْوَليِدِ:حَد 

 َّ  
”Abu Nu‟aim menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Abu Najih, dari 

Abdullah bin Katsir, dari Abu al-Minhal bahwa Ibnu Abbas berkata, “ketika 

Rasulullah SAW tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-

buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya 

setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda: „lakukanlah jual 

beli salaf pada buah-buahan dalam takaran yang jelas, sampai dengan batas 
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waktu yang jelas.‟” Abdullah bin Walid  berkata, “Sufyan menyampaikan hadis 

yang sama kepada kami dari Ibnu Abu Najih dengan redaksi, „dalam takaran dan 

timbangan yang jelas.”(HR. Bukhari dan Ibnu Abbas)”. 

 

Kata salaf (أسلف) dalam hadis tersebut sama dengan kata salam, baik secara 

wazan (timbangan kata) maupun makna, yakni pesanan. Disebutkan bahwa kata 

salam merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan kata salaf merupakan bahasa 

penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata salam adalah transaksi jual beli 

dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungkan dengan penyerahan 

barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi.  

Salam diperbolehkan dalam Islam, kecuali pendapat Ibnu Musayyib yang 

menyatakan tidak boleh. Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam 

transaksi salam ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan 

menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad. Hanya saja, Imam Malik 

membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang 

diperjualbelikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan cara diukur 

atau ditakar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Bila barang tersebut tidak 

termasuk barang yang dapat ditakar atau ditimbang maka barang tersebut 

termasuk jenis barang yang dapat diketahui jumlahnya (dapat dihitung).
24

 

Hadis tersebut menjelaskan jual beli salam diperbolehkan dalam Islam. 

Dalam hadis dijelaskan bahwa Salam dilakukan dengan  cara menyebutkan sifat 

barang atau harus diketahui spesifikasi barang yang akan dipesan tersebut baik 

bentuk, ukuran, takaran, timbangan atau jumlahnya, dengan syarat menyerahkan 
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harga barang secara kontan pada saat melakukan transaksi dan penyerahan barang 

dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan para pihak. 

Selain itu, diriwayatkan pula hadis oleh Imam Bukhari dari „Abdurrahman 

bin Abzaa dan „Abdullah bin Abi Aufaa yang berbunyi: 

حدّثناَّمحمّدَّبنَّمقاَّتلَّأخبرناَّعبدَّاللَّأخبرناَّسفيانَّعنَّسليمانَّالشيبنيَّّعنَّمحمّدَّبنَّأبيَّ
مجالدَّقالَّأرسلنيَّأبوَّبردةَّوعبدَّاللَّبنَّشدّادَّإلىَّعبدَّالرّحمنَّبنَّأبزىَّوعبدَّاللَّبنَّأبيَّ

اللَّصلّىَّاللَّعليوَّوسلّمَّفكانَّأوفىَّفسألتهماَّعنَّالسّلفَّفقالاَّكنّاَّنصيبَّالمغانمَّمعَّرسولَّ
يأتيناَّأنباطٌَّمنَّأنباطَّالشأمَّفنسلفهمَّفيَّالحنطةَّوالشّعيرَّوالزّبيبَّإلىَّأجلَّمسمَّّقالَّقلتَّ

25َّأكانَّلهمَّزرعَّأولمَّيكنَّلهمَّزرعَّقالاَّماَّكنّاَّنسألهمَّعنَّذلكَّ)رواهَّالبخاريّ(  
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan 

kepada kami „Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sulaiman al-

Syaibaniy dari Muhammad bin Abi al-Mujalid berkata; „Abdullah bin Syaddad 

dan Abu Burdah mengutusku untuk menemui „Abdurrahman bin Abzaa dan 

„Abdullah bin Abi Aufaa lalu aku menanyakan keduanya tentang jual beli As- 

Salaf. Keduanya berkata: “Kami pernah mendapatkan ghanimah (harta 

rampasan perang) bersama Rasulullah Shallalahu „alaihi wasallam lalu datang 

kepada kami bangsa blasteran dari penduduk negeri Syam, kemudian kami 

berjual beli dengan cara As-Salaf berupa biji gandum, padi dan kismis untuk 

jangka waktu tertentu”. Dia berkata; Aku tanyakan: “ Apakah saat itu mereka 

memiliki pertanian atau tidak?” Keduanya menjawab: “Kami tidak pernah 

menanyakan hal itu kepada mereka.  (HR. Bukhari). 

 

Maksud hadis di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari dari „Abdurrahman 

bin Abzaa dan „Abdullah bin Abi Aufaa bahwa ketika itu mereka melakukan jual 

beli dengan petani Syam untuk membeli gandum, padi dan kismis dengan 

membayar uang sebelum barangnya ada pada petani Syam atau dengan cara salam 

(pesanan) dengan ditentukan jumlahnya dan batas waktunya. 

Hadis di atas menceritakan tentang jual beli salaf yang dilakukan oleh 

sahabat bersama Rasulullah. Dan hadis di atas menunjukkan sahnya jual beli 
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secara salaf atas barang yang tidak ada saat transaksi dilakukan. Sebab, bila 

disyaratkan saat berjual beli dengan cara salaf ini harus ada barangnya yang 

dipesan, niscaya mereka akan meminta keterangannya secara terperinci.
26

 

Berdasarkan ayat dan hadis di atas jual beli salam dibolehkan karena jual 

beli salam sudah ada semenjak pra Islam, Islam memberikan koreksian terhadap 

tata cara melakukannya. Dalam jual beli salam harus jelas spesifikasi barang yang 

diperjualbelikan, sehingga jenis, ukuran, kualitas, kuantitas, dan harga serta waktu 

penyerahan barang sudah jelas  bagi kedua belah pihak. 

c. Kesepakatan ulama (ijma‟)  

Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma‟) atas kebolehan jual beli 

dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh 

masyarakat.
27

 Kebolehan muamalah (akad salam) ini termasuk kemudahan yang 

diberikan syariat Islam kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup 

mereka di samping bebas dari riba dan terhindar dari seluruh larangan Allah Swt. 

3. Rukun dan syarat jual beli salam 

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun jual beli salam hanya ijab 

(pernyataan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan qabul (pernyatan 

dari pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafadz yang dipakai 

dalam jual beli pesanan (indent) menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan 

Hanabilah adalah lafadz al-Salam, al-Salaf, al-Ba‟i (jual beli). Sedangkan 

menurut ulama syafi‟iyah, lafadz yang boleh digunakan dalam jual beli pesanan 
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adalah al-Salam dan al-Salaf saja. Alasannya adalah lafadz al-Ba‟i tidak boleh 

dipergunakan  karena barang yang akan dijual belum ada ketika berlangsungnya 

akad. Akan tetapi, syara‟ membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan 

lafadz al-Salam dan al-Salaf.
28

 

Jadi, penggunaan istilah yang tepat untuk jual beli pesanan (indent) adalah 

salam dan salaf  karena istilah ba‟i (jual beli) lebih tepat digunakan untuk jual beli 

yang dilakukan secara tunai seperti jual beli yang dilakukan di pasar yaitu ada 

uang dan barang ketika berlangsungnya akad.  

Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah rukun jual beli salam terdiri atas: 

a. „aqidani 

„aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan 

dan orang yang menerima pesanan.
29

 Dalam jual beli salam, pihak penjual 

disebut dengan al-muslam alaih (orang yang diserahi) dan pihak pembeli 

disebut al-muslam atau pemilik as-salam (yang menyerahkan). Dalam 

melakukan suatu akad transaksi keberadaan „aqidani sangatlah penting, sebab 

tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada „aqidani, begitu pula tidak akan 

terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid. 

b. Objek transaksi 

Yaitu harga dan barang yang dipesan.
30

 Barang yang dijadikan objek jual beli 

disebut dengan al-muslam fih. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya 
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dan waktu penyerahannya. Harga atau modal salam disebut dengan ra‟sul al-

mal as- salam, harga tersebut harus jelas serta diserahkan pada waktu akad. 

c. Sighat (ijab dan qabul) 

Ijab adalah ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang dan qabul 

ungkapan dari pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam sama dengan 

syarat-syarat jual beli, karena akad salam merupakan bagian dari jual beli. Namun 

demikian, ada beberapa syarat tambahan yang khusus untuk salam, di antaranya 

berkaitan dengan modal (ra‟sul maal) dan ada juga yang berkaitan dengan barang 

yang dipesan (al-muslam fih).
31

 

Menurut mayoritas ulama ada enam syarat untuk menentukan sahnya jual 

beli salam, yaitu jenis barangnya jelas, spesifikasi jelas, ukurannya jelas, modal 

yang dibutuhkan diketahui, dan menyebutkan tempat penyerahan barang jika 

membutuhkan tenaga dan biaya. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai 

berikut: 

a. Syarat orang yang berakad (al-aqid) 

Ulama Malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni 

sudah mumayyiz, anak yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat 

dipahami, serta berumur minimal 17 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila 

dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.
32
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Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 5: 

                           

           

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 

akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 

sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta 

itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” 

Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah yang dikutip dari buku Rahmat 

Syafi‟i, syarat aqid harus baligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan 

hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil 

membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.
33

  

Jadi, seseorang dapat diizinkan melakukan suatu transaksi/jual beli jika 

memenuhi syarat yaitu sudah sampai pada masa baligh dan memiliki akal sehat 

sebab jika akalnya tidak waras (orang gila) ia tidak disebut sebagai aqid, 

selanjutnya sudah dapat membelanjakan harta dengan baik. Sehingga anak kecil 

tidak boleh melakukan jual beli kecuali atas izin walinya untuk membeli barang 

yang sederhana. 

b. Syarat yang terkait dengan Ra‟sul al-mal (modal, harga atau pembayaran) 

Hanafiyah mengungkapkan enam syarat yang berkaitan dengan alat 

pembayaran, sebagai berikut 

1) Jenisnya harus jelas misalnya uang dinar atau uang dirham. 
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2) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek. 

3) Macamnya harus jelas. 

4) Mengetahui kadar dari ra‟sul al-mal, apabila alat pembayarannya berupa 

makilat, mauzunat, ma‟dudat. Di sini harus jelas berapa liter, kilo dan 

sebagainya. Akan tetapi, menurut Muhammad, Abu Yusuf, Syafi‟iyah, dan 

Hanabilah serta Malikiyah syarat ini tidak perlu cukup dengan melihatnya 

saja. 

5) Alat pembayaran harus diteliti, agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya 

menurut Imam Abu Hanifah. Akan tetapi menurut Abu Yusuf dan 

Muhammad syarat ini tidak perlu. 

6) Alat pembayaran harus diserahterimakan secara tunai di majelis akad sebelum 

para pihak meninggalkan majelis. Syarat ini disepakati oleh Hanafiyah, 

Syafi‟iyah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Imam Malik, penyerahan 

uang pembayaran boleh ditunda paling lambat tiga hari. Apabila penundaan 

lebih dari tiga hari dan penundaan itu disebutkan dalam perjanjian, menurut 

kesepakatan fuqaha Malikiyah, akad salam menjadi fasid. Tetapi apabila 

penundaan tidak disyaratkan maka di kalangan Malikiyah terdapat dua 

pendapat. Pertama akad salam menjadi fasid dan kedua tidak fasid.
34

 

c. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (al-

muslam fih), di antaranya sebagai berikut: 

1) Barang yang dipesan menjadi hutang pagi penjual. 
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2) Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-

sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar tidak mengandung 

gharar dan terhindar dari perselisihan.
35

 Jadi, sifat-sifat barang dan macam 

barangnya harus diketahui dan disebutkan dengan jelas oleh para pihak, 

supaya tidak ada keraguan yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan 

antara kedua belah pihak. 

3) Barang diserahkan di kemudian hari berdasarkan waktu yang disepakati. 

Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan (pendapat Ulama 

Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah). Akan tetapi, Ulama Syafi‟iyah mengatakan 

bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, 

sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati 

bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.
36

 

4) Barang yang dipesan itu ada contohnya di pasar, akadnya tidak mempunyai 

hak khiyar (hak pilih untuk membeli atau memulangkan barang yang dibeli). 

5) Disebutkan tempat serah terima barangnya.  

d. Syarat yang terkait dengan waktu dan tempat penyerahan barang 

1) Syarat tentang waktu penyerahan barang 

Tentang tenggang waktu penyerahan barang kedua belah pihak bisa saja 

membuat kesepakatan untuk menentukan tanggal dan harinya. Namun, tidak 

semua jenis barang yang dapat ditentukan seperti itu. Menurut Ulama Hanafiyah 
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dan Hanabilah tenggang waktu penyerahan barang satu bulan, sedangkan Ulama 

Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.
37

 

2) Syarat tentang tempat penyerahan barang 

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di 

mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak 

menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi 

kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.
38

 

Para pihak harus menentukan tempat penyerahan barang apabila diperlukan 

biaya untuk membawa barang pesanan atau mungkin tempat transaksi tidak layak 

dijadikan sebagai tempat penyerahan barang. Namun, jika tidak demikian maka 

tidak harus menentukan tempat penyerahan barang. 

Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan atau tidak 

menetukan tempat serah terima barang ketika akad, jual beli salam tetap 

dinyatakan sah dan tempat penyerahan dapat ditentukan kemudian. Hal ini 

dikarenakan tidak ada hadis yang menjelaskan. Apabila tempat penyerahan barang 

harus ditentukan ketika akad merupakan syarat sah jual beli salam, maka 

Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan 

dan waktu. 

Mengenai syarat waktu dan tempat penyerahan barang tergantung kepada 

kesepakatan di antara kedua belah pihak agar memberikan kepastian dan lebih 

menjaga agar tidak terjadi perselisihan.  
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e. Syarat terkait tentang shigat yaitu ijab dan qabul 

Shigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad 

yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu 

akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shigat 

tersebut biasa disebut ijab dan qabul.
39

  

Dalam transaksi belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan 

karena adanya pernyataan ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) 

kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29: 

                         

                         

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

 

Berikut ini syarat-syarat ijab qabul yang harus dipenuhi dalam jual beli 

salam, terdiri atas 

1) Qabul sesuai dengan ijab.
40

 Maksud dalam pernyataan ijab dan qabul harus 

jelas dan terdapat kesesuaian, supaya dapat dipahami oleh masing-masing 

pihak. 

2) Ijab dan qabul dilakukan langsung dalam satu majlis. Jika para pihak hadir 

dan bertemu pada suatu tempat untuk melakukan transaksi, maka tempat 
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tersebut adalah majlis akad. Ijab qabul dapat dilakukan dengan lisan ataupun 

tulisan dan juga bisa menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah tentang ba‟i salam Pasal 100 

sampai 103,  sebagai berikut: 

Pasal 100 

1) Akad bai‟ salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam 

penjualan biasa. 

2) Akad bai‟ salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan kebiasaan dan kepatutan. 

Pasal 101 

1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang 

sudah jelas. 

2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau 

meteran. 

3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para 

pihak. 

Pasal 102 

Bai‟ salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat 

penyerahan dinyatakan dengan jelas. 

Pasal 103 



Pembayaran barang dalam bai‟ salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat 

yang disepakati.
41

 

Menurut Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional mengenai syarat salam yaitu: 

1) Ketentuan tentang pembayaran; 

a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 

barang atau manfaat. 

b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 

c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. 

2) Ketentuan tentang barang; 

a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 

b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

c) Penyerahannya dilakukan kemudian. 

d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan. 

e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 

f) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai 

kesepakatan. 

3) Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya; 

a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan 

jumlah yang telah disepakati. 
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b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual 

tidak boleh meminta tambahan harga. 

c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan 

pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga 

(diskon). 

d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati 

dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia 

tidak boleh menuntut tambahan harga. 

e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau 

kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia 

memiliki dua pilihan: 

(1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. 

(2) Menunggu sampai barang tersedia. 

4) Pembatalan kontrak; 

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan 

kedua belah pihak 

 

 

5) Perselisihan; 



Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya 

diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.
42

 

Jadi, dari paparan diatas dapat dipahami bahwa syarat salam atau ketentuan-

ketentuan dalam akad salam bertujuan untuk menghindari penipuan, kecurangan 

dan ketidakjelasan (gharar) yang menyebabkan terjadi perselisihan antara para 

pihak yang melakukan transaksi. Namun apabila terjadi perselisihan antara pihak 

disebabkan adanya kerugian atau tidak terpenuhinya hak bagi salah satu pihak, 

maka penyelesaiannya diupaya melalui musyawarah dan apabila tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase 

Syariah atau melalui pejabat yang berwenang. 

4. Jenis akad salam 

Akad salam terdiri atas dua jenis, sebagai berikut: 

a. Salam, yaitu akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada 

pada saat transaksi dilakukan dan pembeli melakukam pembayaran dimuka 

sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. 

b. Salam paralel, yaitu transaksi salam antara bank dengan nasabah dan antara 

bank dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.
43

 

Jadi, salam paralel merupakan jual beli barang dengan melaksanakan dua 

transaksi salam yaitu antara pemesanan (pembeli) dan penjual serta antara 

penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi 
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ketika penjual tidak memiliki barang yang dipesan oleh pembeli dan 

memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. 

5. Mekanisme dan keuntungan jual beli salam 

Mekanisme akad salam adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

a. Pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi barang pesanan 

yang telah disepakati olen penjual dan pembeli. 

b. Pembeli dan penjual melakukan negosiasi, setelah saling sepakat penjual dan 

pembeli melakukan akad salam. 

c. Penyediaan dana atau alat bayar oleh konsumen kepada produsen harus 

dilakukan di muka secara penuh yaitu pembiayaan atas dasar akad salam 

disepakati atau paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar akad salam 

disepakati. 

d. Kemudian penjual akan menyediakan barang yang sesuai dengan pesanan si 

pembeli sebagaimana kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

e. Setelah barang pesanan selesai pada waktu yang ditentukan untuk melakukan 

penyerahan. Maka barang akan dikirim atau penjual dan pembeli akan 



bertemu pada tempat yang telah disepakati untuk melakukan penyerahan 

barang. 

f. Pembayaran oleh konsumen kepada produsen tidak boleh dalam bentuk 

pembebasan utang produsen tersebut. 

Pada jual beli salam, kedua belah pihak saling menguntungkan  karena 

dengan akad  ini para pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur penipuan 

atau gharar. 

Keuntungan bagi pembeli berupa: 

a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang mereka butuhkan dan 

pada waktu yang diinginkan. 

b. Pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan 

pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut. 

Sedangkan keuntungan bagi si penjual yang  tidak kalah besar dari pembeli, 

di antaranya; 

a. Penjual menerima pembayaran di muka sebagai modal untuk menjalankan 

usahanya dengan cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan 

mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian 

sebelum jatuh tempo penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut 

untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban 

apapun. 

b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena 

biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan 

berjarak cukup lama. 



B. Deskripsi tentang sistem dropshipping  

1. Konsep tentang dropshipping 

Dropshipping merupakan model jual beli yang banyak diminati oleh 

masyarakat sekarang ini, karena sistem dropshipping ini cocok bagi kalangan 

yang ingin berbisnis dan membuka usaha namun terkendala dengan modal dan 

kurangnya pengalaman. 

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli di mana penjual menjual produk 

yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaanya (stok barang). Penjual hanya 

bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik supplier, biasanya berupa foto, 

yang kemudian dipasarkan kepada konsumen, jika terjual, maka penjual membeli 

barang dari supplier dengan meminta tolong kepada supplier untuk mengirimkan 

barangnya dengan atas nama penjual.
44

 Jadi, dropshipping adalah suatu usaha 

penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. 

Dalam sistem ini, dropshipper hanya menjadi perantara untuk konsumen 

dengan pihak penjual atau supplier yang sebenarnya. Dropshipper tidak pernah 

menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya 

mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria barang 

dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang 
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memiliki barang yang sesungguhnya.
45

 Dengan demikian, dalam jual beli 

dropshipping terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu: 

a. Supplier adalah penjual yang memiliki stok barang 

b. Dropshipper adalah seorang penjual yang tidak memiliki stok barang ia 

hanya menjualkan produk milik supplier dengan cara melakukan promosi 

foto barang melalui media sosial, foto barang tersebut diperoleh dari supplier. 

c. Konsumen adalah orang yang melakukan pemesanan barang terhadap 

dropshipper, kemudian konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu 

kepada dropshipper atas barang yang ingin dibeli. 

Jadi, terdapat dua hubungan hukum dalam transaksi dropshipping ini yaitu 

Pertama, antara supplier dan dropshipper, dropshipper bertindak sebagai penjual 

(tangan kedua) dimana dropshipper akan mendapat keuntungan (fee) setiap ada 

penjualan. Hal itu boleh dilakukan apabila dapat izin dari supplier karena di 

dalamnya terdapat unsur perwakilan dari supplier kepada dropshipper, dalam 

hubungan tersebut kedua pihak saling terbantu karena dropshipper akan mendapat 

keuntungan setiap ada penjualan dan supplier dapat keuntungan semakin luas 

pemasaran produk/barang yang dijualnya. 

Kedua, antara dropshipper dan konsumen (pembeli), konsumen yang 

memesan barang kepada dropshipper harus membayar harga barang yang ingin 
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dibeli terlebih dahulu, kemudian dropshipper memesankan barang yang dipesan 

oleh konsumen kepada supplier berdasarkan kriteria pesanan konsumen. 

Pada sistem dropshipping penjual/dropshipper hanya sebagai perantara  

antara konsumen dengan supplier yang sesungguhnya, atau dapat dikatakan posisi 

dropshipper sebenarnya adalah sebagai marketing yang bertugas untuk mencari 

pembeli/konsumen. Dropshipper tanpa harus repot menyediakan stok barang, 

tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan barang dan tidak melakukan 

pengiriman melainkan hanya mempromosikan melalui toko online (olshop) 

dengan mengupload foto barang disertai dengan kriteria dan harga barang. 

Kemudian supplier yang melakukan pengiriman barang kepada pembeli dengan 

atas nama dropshipper. 

2. Mekanisme dropshipping 

Mekanisme jual beli dengan sistem dropshipping pertama-tama pembeli 

memesan barang dan membayarkan sejumlah uang pada dropshipper. Lalu 

dropshipper memberikan informasi pemesanan pada supplier, penjual pun 

membayarkan uang pada supplier atas harga yang sudah dikurangi laba dari 

dropshipper. Selanjutnya tinggal tugas supplier  yakni mengirimkan produk 

pesanan pembeli dengan mencantumkan alamat dropshipper.
46

 

Adapun proses dropshipping sebagai berkut:
47
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a. Dropshipper membuat listing produk yang akan dijual di website, bisa 

melalui facebook, twitter, whatsapp atau fitur digital yang lain seperti 

blackberry.  

b. Saat produk terjual, maka penjual menyerahkan data pembelian konsumen ke 

(supplier). 

c. Melakukan transaksi pembayaran, pertama menyelesaikan pembayaran 

dengan supplier (dengan modal penjual sendiri), kemudian penjual 

menyelesaikan pembayaran dengan konsumen. Jika penjual tidak memiliki 

modal, maka penjual menyelesaikan transaksi terdahulu dengan konsumen, 

kemudian pihak penjual menyelesaikan transaksi dengan supplier (penyedia 

barang) sekaligus meminta pihak supplier untuk mengirim barang pada 

konsumen, selisih harga barang pada transaksi tersebut adalah keuntungan 

bagi penjual.  

d. Jika transaksi sudah dapat dipastikan pembayarannya, maka penjual meminta 

kepada pihak supplier untuk mengirimkan barangnya langsung pada 

konsumen, dengan atas nama penjual atau nama supplier itu sendiri, akan 

tetapi lebih sering nama yang digunakan adalah nama penjual.  

e. Supplier (toko yang menyediakan barang) tersebut kemudian mengirimkan 

produk yang dipesan langsung ke konsumen dengan menggunakan jasa 

ekspedisi, biaya yang timbul dari biaya ekspedisi ditanggung oleh konsumen. 

Proses dropshipping tersebut dapat dilihat dari skema sebagai berikut: 

Gambar skema dropshipping 



 

Keterangan :  

a. Penjual mempromosikan produk secara online di situs, blog pribadi, toko 

online, media sosial (Facebook, Twitter, Instagram) dan lewat smartphone 

(Line, BBM, WhatsApp, Wechat) dan lain-lain. 

b. Pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan dan memesan produk 

yang diinginkan. Kemudian pembeli mentransfer harga barang ditambah 

ongkos kirim sebagaimana yang telah ditetapkan ke rekening  dropshipper. 

c. Selanjutnya setelah uang yang ditransfer oleh pembeli sudah diterima maka 

dropshipper akan menginformasikan kepada pihak supplier atau grosir untuk 

mengirim produk langsung ke pembeli (konsumen) atas nama dropshipper 

atau toko penjual. Dan mengirim uang ke supplier yang sudah diambil 

labanya.  

d. Pastikan supplier mengirimkan produk pesanan pembeli ke alamat pembeli. 

Pada kemasan kiriman barang yang tercantum adalah alamat dan nama toko 

dropshipper. Jadi pembeli menganggap yang melakukan pengiriman adalah 



dropshipper dan pembeli tidak pernah tahu bahwa barang yang dibeli adalah 

milik supplier.  

3. Kelebihan dan kekurangan dropshipping 

a. Kelebihan Dropshipping  

Jika dibanding dengan bisnis-bisnis yang lain, ada banyak keuntungan atau 

kelebihan dari bisnis dropshipping, di antaranya:  

1) Tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan 

modal yang besar. Jika sudah ada pembeli yang membayar, penjual 

(dropshipper) tinggal meneruskan uang pembayaran tersebut kepada 

produsen/grosir (supplier) pada saat memesan produk untuk konsumen, 

setelah dipotong jumlahnya sebagai keuntungan bagi dropshipper.  

2) Tidak perlu menyediakan ruang dan tempat untuk menyimpan barang.  

3) Tidak perlu khawatir barang tidak laku atau rusak karena terlalu lama 

tersimpan.  

4) Tidak perlu repot membungkus atau mengemas barang dan mengirimkan 

barang ke konsumen. Karena supplier yang melakukannya.  

5) Biaya operasional sangat kecil, karena tidak perlu membayar karyawan, 

mengeluarkan biaya pengemasan atau transportasi dan lainnya. Yang 

diperlukan hanya biaya pulsa atau biaya akses internet.  

6) Tidak perlu memikirkan pembuatan promosi produk, karena pihak penyedia 

dropshipping sudah menyediakan katalog atau photo produk-produknya 

untuk digunakan sebagai sarana promosi. 



7) Karena urusan produksi, packing, dan pengiriman barang dilakukan oleh 

pihak produsen/grosir, maka bisnis ini tidak banyak menyita waktu.  

8) Tidak perlu menyewa toko karena bisnis ini bisa dilakukan di rumah.  

9) Transaksi lebih fleksibel berhubung mayoritas produsen/grosir ini memiliki 

toko online yang buka 24 jam, maka transaksi bisa dilakukan di mana saja 

dan kapan saja.  

10) Potensi penghasilan yang cukup besar karena umumya persentase keuntungan 

ditentukan oleh pihak dropshipper.  

11) Untuk memulainya tidak memerlukan persiapan yang rumit, seperti layaknya 

membuka toko sendiri. 
48

 

a. Kekurangan Jual Beli Dropshipping  

Adapun kekurangan dari sistem dropshipping antara lain sebagai berikut: 

1) Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar. Hal ini apabila keuntungan 

dan harga jual bagi dropshipper ditentukan oleh supplier. 

2) Adanya resiko kalah bersaing dengan reseller. Reseller adalah seseorang 

yang menjualkan kembali produk dari pelaku usaha utama setelah penjual 

tersebut membelinya. 

3) Kesulitan memantau stok barang. Karena semua produk dan data mengenai 

barang paling lengkap ada di supplier, terkadang dropshipper lambat 

mengetahui update stok barang terbaru. Jadi, dropshipper setiap saat harus 
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selalu bertanya tentang stok barang saat transaksi dan kendalanya terkadang 

supplier itu sendiri slow respon. 

4) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen. Dropshipper  tidak bisa 

memiliki kontrol untuk stok barang dan mengecek kondisi barang dan juga 

tidak memiliki akses untuk update jumlah stok barang, bisa jadi stok barang 

habis sedangkan pembeli sudah mentransfer uang. Maka dari itu, dropshiper 

harus siap menghadapi komplain dari pembeli apabila kondisi barang tidak 

sesuai dengan foto barang atau terdapat cacat pada barang.
49

 

Jadi, yang menjadi ciri khas jual beli online sistem dropshipping ini adalah 

penjual tidak bertanggung jawab atas pengiriman barang ke alamat pembeli. 

Sedangkan toko online pada umumnya bertanggung jawab atas pengiriman barang 

ke alamat konsumen, maka dalam sistem dropshipping, produsen/ supplier yang 

melakukan hal tersebut, dan penjual tidak mengurus pengiriman mulai dari 

pengepakan hingga masuk ke jasa ekspedisi. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Akad dalam jual beli online dengan sistem dropshipping 

Dropshipping adalah bentuk jual beli online, dalam hal ini barang yang 

dijual tidak ready (tersedia)  pada dropshipper. Jika ada pembeli, dropshipper 

memesan barang sesuai pesanan pembeli kepada supplier. Dengan demikian, 

terdapat tiga pihak dengan dua akad pesanan pada jual beli online sistem 

dropshipping. Akad tersebut adalah: 

1. Akad antara supplier dengan dropshipper  

Proses akad ini diawali dengan adanya tawaran dari supplier bagi yang 

berminat untuk menjadi dropshipper melalui media sosial seperti website, 

instagram, whatsapp, BBM dan lain-lain. Seperti gambar berikut ini: 

 



Jika ada yang berminat dan tertarik untuk bergabung langsung konfirmasi 

kepada supplier secara online juga, dengan mengisi formulir biodata seperti dalam 

gambar berikut: 

 

Setelah itu, supplier memberi penjelasan terkait produk yang dijual melalui 

online yaitu lewat whatsapp, misalnya produk yang dijual baju kaos dan sweater 

dengan bahan Cutton Fleece. Dropshipper diberi potongan harga misalnya diskon 

20% dari harga jual atau dapat potongan harga sebesar Rp. 5000 dari harga jual 

supplier. Sebagian supplier membolehkan dropshipper untuk menentukan harga 

produk sendiri dan ada yang ditentukan oleh supplier. 

Cara kerjanya, dropshipper cukup posting atau share foto-foto produk dari 

supplier ke akun media sosial milik droshipper. Jika ada pembeli yang order dan 

transfer harga barang di tambah ongkis kirim, lalu dropshipper order atau pesan 

ke supplier dan supplier akan mengirim barang ke pembeli atas nama 

dropshipper.  



Bagi calon dropshipper adakalanya diminta biaya investasi promo, yang 

jumlahnya bervariasi tergantung ketentuan supplier, dibayar satu kali yaitu ketika 

mendaftar. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening supplier 

misalnya sebesar Rp.100.000. Akan tetapi, ada juga supplier yang tidak meminta 

biaya ketika mendaftar menjadi dropshipper. Setelah itu, supplier mengirim foto 

produk, katalog, testimoni, dan rincian harga produk kepada dropshipper.
50

 

Jadi, akad antara supplier dan dropshipper terjadi ketika ada penawaran dari 

supplier dan ditanggapi oleh calon dropshipper dengan melakukan pendaftaran 

sebagai berikut: 

a. Supplier membuat tawaran bagi yang berminat untuk menjadi dropshipper 

melalui media sosial seperti website, instagram, whatsapp, BBM dan lain-

lain. 

b. Bagi yang berminat dan tertarik untuk bergabung langsung konfirmasi kepada 

supplier secara online juga, dengan mengisi formulir biodata. 

c. Supplier memberi penjelasan terkait produk yang dijual dan bagaimana cara 

kerjanya. 

d. Dropshipper membayar biaya investasi promo, jumlahnya bervariasi 

tergantung ketentuan supplier dibayar satu kali yaitu ketika mendaftar. Akan 

tetapi, ada juga supplier yang tidak meminta biaya saat pendaftaran. 

e. Supplier mengirim foto-foto produk, katalog, testimoni dan rincian harga 

kepada dropshipper. 

2. Akad antara dropshipper dengan pembeli 
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Dropshipper melakukan penjualan produk melalui akun media sosial 

miliknya dengan memposting foto-foto produk dari supplier. Pembeli yang 

tertarik dengan produk yang ditawarkan dan melakukan pemesanan, diminta 

untuk mengirim uang seharga produk yang dibelinya ditambah ongkos kirim ke 

rekening dropshipper. Selanjutnya, dropshipper meminta identitas pembeli untuk 

pengiriman barang, kemudian dropshipper melanjutkan pesanan pembeli kepada 

supplier serta memberikan identitas pembeli dan pengiriman barang dilakukan 

oleh supplier.
51

 

Kesepakatan antara dropshipper dengan pembeli, terjadi  ketika pembeli 

melakukan pemesanan barang dan mentransfer uang dan dropshipper menerima 

pesanan tersebut kemudian dilanjutkan kepada supplier untuk dilakukan 

pengiriman barang ke alamat pembeli.  

B. Masalah-masalah dalam jual beli dengan sistem dropshipping 

Dropshipping adalah suatu metode di dalam perdagangan atau di dalam jual 

beli secara online. Dalam hal ini pihak dropshipper tidak punya stok barang dan 

tidak ikut serta dalam proses pengiriman barang. Dropshipper hanya meneruskan 

pesanan pembeli kepada pihak supplier, dan nantinya pihak supplier yang akan 

mengirim barang pesanan tersebut ke pihak pembeli atas nama dropshipper. 

Keuntungan yang diperoleh oleh dropshipper dari selisih harga dari supplier ke 

dropshipper dengan harga dropshipper kepada pembeli.  

Jual beli sistem dropshipping, dikenal sebagai jual beli yang paling mudah 

dilakukan dalam bisnis online karena sistem dropshipping ini bisa dilakukan tanpa 
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modal dan dropshipper dalam transaksi dropshipping ini tidak memiliki stok 

barang. Jadi, wajar saja jika sistem ini paling banyak diminati oleh masyarakat 

dalam bisnis online.  

Meskipun demikian, berdasarkan pengakuan pelaku bisnis dropshipping 

bahwa menjalankan bisnis online dengan sistem dropshipping tidak semudah 

yang dibayangkan, karena dibalik kemudahannya banyak kendala dan  masalah-

masalah yang dihadapi oleh dropshipper, supplier dan konsumen. 

Berikut ini tanggapan para dropshipper, supplier dan konsumen terhadap 

masalah-masalah yang timbul dalam jual beli dengan sistem dropshipping: 

1. Masalah bagi dropshipper 

Bisnis online dengan sistem dropshipping bisa dilakukan oleh siapa saja dan 

sangat membantu karena tidak memerlukan modal yang besar untuk 

melakukannya. Dengan demikian, dalam transaksi kadang-kadang pembeli 

meminta untuk transaksi COD (Cash On Delivery) yaitu metode pembayaran 

dimana pembeli bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di 

tujuan. Hal ini akan menjadi masalah bagi dropshipper dikarenakan dropshipper 

tidak menyetok barang dan barang akan dikirim langsung oleh supplier kepada 

pembeli.
52

  

Tanggapan dropshipper lainnya seperti Putri Rani juga menyatakan  salah 

satu masalah dalam bisnis dropshipping adalah bisa jadi barang yang dikirimkan 

oleh supplier tidak sesuai dengan pesanan pembeli, oleh karena itu otomatis 

                                                 

52
Syarivatul Husna, dropshipper, wawancara pribadi, Kamis 7 Maret 2019   



pembeli akan langsung menuntut kepadanya atau bahkan membatalkan 

transaksi.
53

 

Masalah lain yang timbul dari bisnis dropshipping bagi seorang dropshipper 

berdasarkan penjelasan Djelvia Maharani bahwa sebagai dropshipper karena tidak 

memiliki stok barang maka setiap waktu perlu menghubungi supplier untuk 

update stok barang yang tersedia. Namun, kadang-kadang ketika ada pembeli 

yang order barang pihak supplier slow respon (respon lambat). Selain itu, sebagai 

seorang dropshipper harus siap mendengarkan komentar-komentar dari pembeli 

seperti barang tidak sampai pada waktu yang ditetapkan dan komentar dari 

pembeli jika adanya cacat pada barang atau barang tidak sesuai. Untuk itu, dalam 

memilih supplier bagi yang ingin berbisnis dropshipping harus selektif.
54

 

2. Masalah bagi supplier 

Jual beli online dengan sistem dropshipping bagi supplier, pembelian 

produk oleh dropshipper dianggap sangat merepotkan, karena para dropshipper 

sering meminta diskon atau potongan harga, sedangkan produk supplier dibeli 

secara ecer bukan grosir.
55

 Padahal, dropshipper telah diberi potongan harga oleh 

supplier, akan tetapi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dropshipper 

masih ingin mencoba untuk mendapatkan potongan harga dari supplier. 

3. Masalah bagi konsumen/pembeli 

Sebagian pembeli mengakui tidak mengetahui dan tidak dapat membedakan 

bahwa ia belanja di toko online dropshipping atau bukan, karena transaksi yang 
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dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu, 

sulit untuk mengetahui dengan siapa sedang bertransaksi. Di samping itu,  pada 

proses pemesanan barang, setiap kali pembeli meminta keterangan mengenai 

barang pesanan, dropshipper dengan cepat menanggapi sebagaimana halnya 

seorang penjual. Namun pembeli yang sering melakukan pembelian di toko online 

yang sama pada akhirnya dapat mengetahuinya karena pada toko online 

dropshipping terdapat ongkos kirim yang  berbeda-beda pada setiap order yang 

dilakukan.  

Hal di atas menunjukkan bahwa barang yang diorder pembeli tersebut 

dikirim melalui alamat yang berbeda-beda. Menanggapi hal ini, sebagian pembeli, 

seperti Syilatul Husna mengaku tidak mempermasalahkan apakah ia belanja di 

toko online dropshipping atau bukan, dikarenakan harganya juga masih relatif 

murah.
56

 Namun sebagian lainnya, seperti Indah Retno mengaku ingin lebih 

selektif lagi dalam berbelanja online, terlebih jika mereka menemukan bahwa satu 

barang yang sama dijual serentak oleh beberapa toko online, maka mereka akan 

memilih yang lebih murah dan tidak mempermasalahkan apakah toko tersebut 

sebenarnya dropshipper atau bukan.
57

 

Sebagian pembeli juga mengaku dalam proses pengiriman barang 

adakalanya terlambat dari waktu yang dijanjikan. Menanggapi hal ini, sebagian 

pembeli seperti Kiki Oktaviani mengaku tidak mempermasalahkan waktu 

pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan asalkan 
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barang yang dipesan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak merugikannya.
58

 

Namun sebagian lainnya, seperti Reni Marliati mengaku bahwa tidak menerima 

alasan atas keterlambatan dalam pengiriman barang karena sudah ada tenggang 

waktu pengiriman barang yang disepakati sebelumnya, meskipun barangnya pasti 

akan sampai tetapi membuatnya merasa tertipu karena keterlambatan tersebut.
59

 

Berbeda dengan yang dialami oleh Miftahul Khair, ia pernah ditipu saat 

membeli handphone bermerk Samsung galaxy A7 seharga Rp. 2.000.000, yang 

ditawarkan oleh dropshipper melalui facebook, karena harganya lebih murah dari 

pada harga pasaran. Kemudian, setelah yakin akan membeli ia diminta oleh 

dropshipper untuk mentransfer uang sebesar harga handphone tersebut ditambah 

ongkos kirim. Setelah uang ditransfer, dropshipper meminta identitas pembeli 

untuk keperluan pengiriman barang. Namun, setelah beberapa hari, barang yang 

dipesan tidak datang ke alamat pembeli. Pembeli sudah mengkonfirmasi kepada 

dropshipper dan menelpon nomor hp yang diberikan pihak dropshipper di awal. 

Akan tetapi, setelah dihubungi beberapakali nomor hp tersebut tidak aktif dan 

tidak dapat dihubungi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi 

penipuan.
60

 

Perjanjian para pihak dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan 

sistem dropshipping tidak selamanya berjalan dengan baik, karena adakalanya 

pembeli mendapat barang yang rusak bahkan barang yang dipesan tidak dikirim 

oleh penjual (dropshipping), sehingga pembeli mengalami kerugian. Berdasarkan 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 

ayat (1) yang berbunyi “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.  

Tanggung jawab pelaku usaha meliputi seluruh kerugian yang dialami oleh 

konsumen. Semua kerugian yang dialami konsumen menjadi tanggung jawab 

dropshipper karena dalam jual beli sistem dropshipping  ini yang menjadi pelaku 

usahanya adalah dropshipper. Oleh karena itu, berdasarkan kasus yang terjadi 

pada Miftahul Khair di atas, pihak dropshipper harus bertanggung jawab atas 

pengembalian uang yang telah dibayar pembeli. Namun, para pihak yang 

melakukan jual beli online dengan sistem dropshipping tidak bertemu langsung 

pada saat melakukan transaksi bahkan tidak saling kenal, maka hal ini yang 

menjadi penghambat bagi pembeli untuk melakukan penuntutan terhadap penjual 

(dropshipper). 

Selain itu, kadang-kadang barang yang dikirim tidak sesuai dengan 

spesifikasi dan foto barang pada sosial media yang membuat pembeli kecewa. 

Menanggapi hal ini, Denia Hasanah mengakui pernah beberapa kali menerima 

barang yang ia pesan tidak sesuai dan terdapat cacat. Akan tetapi, setelah dituntut 

kepada penjual tidak ada respon. Namun menurutnya tidak terlalu masalah karena 

sesuai dengan harga barang yang ia pesan jadi tidak terlalu merugikan 

menurutnya.
61

 Berbeda dengan tanggapan Fadila Husna bahwa ia akan lebih 
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berhati-hati atau lebih selektif dalam berbelanja online, terlebih jika belanja alat-

alat kosmetik secara online.
62

  

Sebelum melakukan transaksi jual beli melalui dunia maya (online shop) 

tentu para pihak atau pelaku bisnis online telah mengetahui kemungkinan risiko 

yang dialaminya, karena dalam jual beli online para pihak tidak bertemu langsung 

saat melakukan transaksi bahkan para pihak tidak saling mengenal satu sama 

lainnya. Dari masalah-masalah yang ada dalam jual beli dengan sistem 

dropshipping tersebut di atas yang sering dirugikan dalam transaksi ini adalah 

pembeli. Oleh karena itu, pembeli harus lebih berhati-hati dan selektif dalam 

melakukan jual beli online dengan sistem dropshipping, apalagi kerugian yang 

sangat berisiko besar terhadap pembeli, seperti membeli alat-alat kosmetik yang 

ternyata tidak original (palsu) yang dapat merusak wajah. 

C. Analisis jual beli sistem dropshipping ditinjau melalui praktik akad salam 

menurut perspektif syari‟ah 

Teknologi internet sudah terbukti menjadi salah satu media informasi yang 

efektif dan efisien dalam menyebarkan informasi yang dapat diakses oleh siapa 

saja, kapan saja dan dimana saja. Sehingga mempengaruhi masyarakat untuk 

melakukan transaksi jual beli menggunakan jaringan internet (secara online) 

karena lebih mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan dapat 

memperluas target pasar. Hanya berada di rumah atau ruang kantor, calon pembeli 

dapat melihat produk-produk pada layar komputer, mengakses informasinya, 

memesan dan membayar dengan pilihan yang tersedia. 
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Ditinjau berdasarkan hukum Islam, segala bentuk aktivitas bisnis yang 

dilakukan dengan cara online diperbolehkan, selagi tidak merugikan salah satu 

pihak dan terhindar dari praktik jual beli yang dilarang dalam Islam. Hal ini 

terdapat dalam kaidah ushul fiqh, yaitu: 

َّدَليِْلٌَّعَلََّالتَحْرَِّيْمِوَِّ َّباَحَةَُّإِلا َّيَدُلُّ  اَلَأصْلَُّفيَِّالْمُعَامَلَاتَِّاَلِْْ
 

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah itu boleh sampai ada dalil 

yang mengharamkannya.”
63

 

 

Pada dasarnya jual beli online diperbolehkan dalam Islam, selama tidak 

merugikan kedua pihak dan membawa kemaslahatan dan keuntungan bagi pihak-

pihak yang melakukannya, baik pihak-pihak yang terlibat langsung dalam satu 

transaksi (penjual dan pembeli) maupun pihak-pihak yang secara tidak langsung 

terlibat, misalkan jasa pengiriman barang atau ekspedisi barang. Namun, jika 

dalam transaksi secara online terdapat sistem yang tidak sesuai atau dilarang 

dalam Islam, seperti terjadi penipuan, kerugian bagi salah satu pihak, dan 

membuat risiko bagi salah satu pihak bahkan keduanya, maka sistem 

dropshipping ini tidak dibenarkan.  

Pada sistem dropshipping terdapat dua kali akad salam atau disebut dengan 

salam paralel. Salam paralel  adalah melaksanakan dua transaksi ba‟i salam 

antara bank dan nasabah dan antara bank dengan pemasok (supplier) atau pihak 

ketiga lainnya secara simultan.
64

 Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Akad yang pertama yaitu antara pembeli dengan dropshipper.  
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Dalam hal ini, terdapat salah satu syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu 

dropshipper menjual barang yang belum menjadi miliknya. Secara khusus al-

Qur‟an tidak menyebutkan larangan tentang jual beli barang yang tidak dimiliki 

dengan ayat al-Qur‟an. Akan tetapi ayat al-Qur‟an memberikan penjelasan secara 

global tentang jual beli seperti yang tertera dalam surat An-Nisa‟ ayat 29, Allah 

mengingatkan agar mencari nafkah dengan cara yang tidak bathil. 

                           

                  َّ       

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

Peringatan ini disebabkan harta benda mempunyai kedudukan di bawah 

nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau 

mempertahankannya, maka pesan ini selanjutnya adalah “dan janganlah kamu 

membunuh diri kamu sendiri”, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena 

orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya, maka kamu 

pun terancam dibunuh karena “sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha 

Penyayang”. Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara 

bathil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Dan kalau makan yang 

merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan cara  yang 



bathil, maka tentu lebih terlarang lagi perolehannya dengan cara bathil 

menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.
65

 

Ayat di atas menekankan keharusan untuk melaksanakan peraturan-

peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat 

dengan kata “bathil”, yakni cara yang tidak disyariatkan atau pelanggaran 

terhadap ketentuan agama. Cara bathil ini yaitu mengambil harta sebagai alat 

tukar di dalam transaksi yang rusak atau dilarang, seperti menjual barang yang 

mustahil atau tidak dapat diserahterimakan, menjual barang yang najis maupun 

barang halal yang terkena najis, misal jual beli bangkai, babi, darah. 

Akan tetapi, boleh melakukan transaksi dengan adanya kerelaan  kedua 

belah pihak sebagaimana dikatakan dalam ayat tersebut “kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”, maksudnya 

adalah sikap saling ridha yang masih dalam batasan-batasan syariat Islam. 

Walaupun kerelaan tersebut tersembunyi di lubuk hati, namun indikator dan 

tanda-tandanya dapat terlihat melalui akad jual beli dengan lisan, menggunakan 

Ijab dan Qabul (serah terima).   

Berikut hadis yang melarang menjual barang yang tidak dimiliki, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan dari „Amru bin 

Syu‟aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Shalallahu „Alaihi wa 

Sallam bersabda: 
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أخبرناَّزيادَّبنَّأيوّبَّقال:َّحدّثناَّابنَّعليةَّّقال:َّحدّثناَّأيوّبَّقال:َّحدّثناَّ
عمروَّبنَّشعيبَّقال:َّحدّثنيَّأبيَّعنَّأبيوَّحتىَّّذكرَّعبدَّاللَّبنَّعمروَّقال:َّقالَّ

)رواهََّّرسولَّالل:َّلاَّيحلَّسلفٌَّوبيع,َّولاَّشرطانَّفيَّبيعٌ,َّولاَّربعَّمالمَّيضمن
(ىالنساَّ   

Ziyad bin Ayub mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ulayyah yang 

menyampaikan dari Ayub, dari Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya 

hingga sampai kepada Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda,”Tidak 

boleh melakukan jual beli yang mensyaratkan utang,  dua syarat dalam satu akad 

jual beli, dan mendapatkan untung (dengan menjual barang) yang tidak berada 

dalam tanggungannya”. (HR. An-Nasa‟i, nomor 4634). 
66

 

 

Hadis di atas melarang seseorang melakukan jual beli suatu barang  yang 

bukan miliknya atau barang tersebut belum menjadi kekuasaannya dan tidak 

berada dalam tanggungannya, maksudnya adalah seseorang yang memang tidak 

bisa mengadakan atau menghadirkan barang tersebut. Misalnya, seseorang 

menjual ikan tertentu yang masih berada di tengah lautan lepas. Tentu saja tidak 

sah, karena tidak ada kepastian ikan tersebut bisa didapat atau tidak. Atau menjual 

burung  yang kabur dan tidak tahu pasti kapan kembali ke tempatnya 

(sangkarnya). 

Selain itu dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 

sebagai berikut: 
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دَ,َّثَ ن اأبَ وَُّْعوَاَنةَُ,َّعَنَّْأبَِيَّْبشَرٍ,َّعَنَّْي وُْسُفََّبنَّْماََّىَكَ,َّعَنَّْ َّثَ ناََّمسُدَ  حَد 
حَكِيمَِّْبنَّْحِزاَمٍ,َّقاَلَ:َّياََّرسَوُْلَُّالل وَِّيأَْتِينِْىَّالر جُلَّفَ يرُِيدَُّْمِن ىَّالْب يَعَّْليَْسََّعِنْدِى,َّ

67.)رواهَّابوَّداود(ََّّقَالََّلَاَّتبَِعَّْماَليْسََّعِنْدَكَّأَفأَبَ تْاَعوَََّّلوََّمِنَّالسُّوْقِ؟َّف ََّ     

Telah menceritakan kepada kami Mussaddad, telah menceritakan kepada kami, 

Abu „Awanah, dari Abi Basyar, dari Yusuf bin Mahaka, dari Hakim bin Hizam , ia 

berkata: Wahai Rasulullah Saw! Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang 

jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya menjualnya? Rasulullah Saw. 

bersabda: jangan menjual apa yang bukan milikmu. (HR. Abu Dawud). 

 

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. melarang menjual barang 

yang bukan milik sendiri. Namun, dalam syarah sunnah hal ini terjadi pada 

penjualan benda bukan penjualan sifat, sehingga ketika suatu barang yang 

diperjualbelikan berdasarkan sifatnya tidaklah masalah, melainkan jika menjual 

barang atas bendanya harus dengan akad yang diizinkan dari pemilik 

benda/barang tersebut. Contohnya menjual budak yang masih dipakai dan menjual 

rumah sebelum diperintahkan untuk menjualnya.  

Menurut Imam al-Syafi‟i hal ini dikarenakan jika barang tersebut dijual 

tanpa izin dari pemiliknya, maka dikhawatirkan jika tidak diizinkan untuk dijual 

atau tidak. Menurut Jama‟ah, suatu akad dalam jual beli menjadi kesepakatan atas 

persetujuan dari pemilik barang tersebut dan Rasulullah Saw. bersabda  لَا تابِعْ مااليْسا
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 menunjukkan bahwa diharamkannya menjual barang yang bukan milik عِنْداكا 

seseorang dan yang bukan menjadi haknya.
68

 

Maksud larangan dalam hadis tersebut adalah seseorang menjual barang 

milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik barang. Akan tetapi, jika dapat izin 

dari pemiliknya atau pemilik barang yang meminta agar barang dagangannya 

untuk dijualkan, tentu saja hukumnya halal dan yang menjualkan berhak untuk 

mendapatkan fee (upah) dari jasa menjualkan. Jadi, kesimpulannya tidak ada 

larangan untuk menjual barang milik orang lain asalkan mendapat izin dari yang 

empunya (pemilik). 

2. Akad yang kedua yaitu antara dropshipper dengan supplier.  

Setelah ada pemesan barang dari pembeli, karena barang yang dipesan oleh 

pembeli tidak ada pada dropshipper, kemudian dropshipper memesan barang 

tersebut kepada supplier sesuai dengan pesanan pembeli dan supplier mengurus 

pengiriman barang kepada pembeli. Dalam akad yang kedua ini tidak terdapat 

permasalahan, karena dropshipper telah meminta izin dan diberi izin oleh supplier 

untuk menjualkan barang miliknya.  

Maka dari itu, jual beli online  sistem dropshipping menjadi sah apabila 

sudah ada kesepakatan antara supplier dan dropshipper di mana supplier telah 

memberi izin kepada dropshipper untuk menjualkan produknya, maka hal ini 

diperbolehkan karena dropshipper dianggap sebagai perpanjangan tangan dari 

supplier, dan dropshipper mewakili supplier untuk menjualkan produknya. 
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Mengenai barang yang tidak ada pada dropshipper ketika ia menjual barang 

tersebut, maka hal ini termasuk kategori bentuk jual beli dalam Islam, yaitu jual 

beli salam.
69

 Menurut penulis, pada sistem dropshipping ini lebih tepat ke akad 

salam khususnya salam paralel. 

Analisis mekanisme dropshipping, dijelaskan dalam uraian berikut: 

1. Pemesanan 

Pembeli yang tertarik dengan produk yang telah ditawarkan oleh 

dropshipper melalui akun media sosialnya seperti instagram, facebook, whatsapp 

dan lain-lain, akan melakukan pemesanan. Pada proses pemesanan tersebut barang 

yang dibeli oleh pembeli (customer) kepada dropshipper tidak diserahterimakan 

pada saat itu juga, melainkan ada penangguhan waktu penyerahannya, dan 

dropshipper menyanggupi untuk menyerahkan barang yang dibeli pada waktu 

yang telah disepakati. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk 

dalam kategori jual beli salam.  

Dalam proses pemesanan ini, dropshipper telah memberikan keterangan 

mengenai produk pada setiap foto yang ada pada albumnya, sehingga pembeli 

bisa mendapatkan gambaran secara jelas mengenai produk yang ia pesan. Hal ini 

telah memenuhi syarat jual beli salam, yaitu jelas jenis, macam, sifat dan 

kadarnya. 

2. Pembayaran 
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Setelah melakukan pemesanan, maka pembeli melakukan pembayaran 

terhadap dropshipper dengan cara transfer ke rekening dropshipper. Besarnya 

harga yang harus dibayar oleh pembeli telah ditentukan pada saat transaksi 

dilakukan. Hal ini sesuai dengan syarat yang terkait dengan harga pada jual salam, 

yaitu harga harus diterima pada saat akad.
70

 Dropshipper telah memberikan harga 

terhadap produk yang ia jual, sekaligus menentukan ongkos kirimnya. Besarnya 

biaya ongkos kirim sesuai dengan harga yang telah diberikan oleh pihak jasa 

pengiriman barang. 

3. Pengiriman  

Dropshipper menyerahkan data pembeli kepada supplier dan melakukan 

transaksi pembayaran ke rekening supplier. Dalam proses pengiriman barang 

yang ditransaksikan, sebenarnya posisi dropshiper hanya membantu memasarkan 

produk yang dijual oleh supplier, karena dropshipper seolah-olah bertindak 

sebagai penjual asli, maka dalam hal ini terjadi pemalsuan identitas pengirim. Di 

mana sebenarnya yang melakukan pengiriman barang adalah supplier dengan 

mengatasnamakan dropshipper atau atas nama akun  sosial media dropshipper.  

Di sini muncul indikasi adanya penipuan (tadlis) karena dropshipper 

mengaku sebagai penjual asli dan menyamarkan identitas penjual yang 

sebenarnya (supplier). Terlebih jika ada pengaduan dari pembeli, dropshipper 

melempar tanggung jawabnya kepada supplier. Apabila supplier tidak mau 

bertanggung jawab, maka yang dirugikan adalah konsumen. Seharusnya jika 
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terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilai dan tidak diketahui oleh pembeli 

sebelumnya, maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkannya.
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Jadi, karena pada sistem dropshipping ini yang melakukan pengiriman 

barang kepada pembeli adalah supplier dengan atas nama dropshipper. Maka 

seharusnya sebelum pengiriman barang pembeli terlebih dahulu diberi hak khiyar 

(hak untuk memilih) untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, tujuannya 

untuk meminimalkan kemungkianan masalah-masalah yang terjadi terhadap para 

pihak. 

4. Analisis mark up (menaikkan) harga 

Keuntungan yang didapat oleh dropshipper, dengan cara menaikkan harga 

dari harga jual yang ditetapkan oleh supplier. Menurut Imam Syafi‟i, seseorang 

yang membeli suatu barang diperbolehkan menjual kembali dengan harga pokok 

(harga pembelian), atau boleh juga menjualnya lebih mahal, baik kepada 

penjualnya sendiri maupun kepada orang lain, baik penjualan itu dilakukan 

sebelum penyerahan uang maupun sesudahnya.
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Dengan demikian, maka pengambilan laba diperbolehkan. Akan tetapi, 

karena dropshipper memposisikan dirinya sebagai pedagang asli di mata 

pembelinya, maka seharusnya mark up harga yang dilakukan oleh dropshipper 

sebanding dengan tanggung jawabnya sebagai pedagang asli atau penjual yang 

sebenarnya apabila ada komplain dari konsumennya. Namun demikian, ketika 

terjadi komplain dari konsumen, dropshipper bertindak sebagai perantara yang 
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meneruskan komplain tersebut kepada supplier, demikian juga apabila barang 

sedang dalam masa pengiriman oleh supplier, pembeli mempunyai hak khiyar 

(memilih) untuk meneruskan atau membatalkan akadnya. 

Dalam hal ini, karena tugas dropshipper hanya melakukan promosi barang 

dagangan supplier berdasarkan kriteria yang diberikan oleh supplier, jadi apabila 

ada komplain dari pembeli maka tanggungjawab dropshipper adalah melanjutkan 

komplain pembeli tersebut kepada supplier. Sedangkan tanggungjawab supplier 

seharusnya apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai langkah yang 

diambil yaitu pengembalian uang konsumen/pembeli atau barangnya diganti. 

Sistem dropshipping dapat dimodifikasi, sehingga diperbolehkan secara 

syari‟ah dengan beberapa cara sebagai berikut: 

1. Dropshipper menentukan harga barang sendiri, tetapi setelah mendapat 

pesanan, dropshipper langsung membeli barang dari supplier kemudian baru 

dikirim ke pembeli dengan catatan bahwa pembeli yang sudah membeli 

barang dari dropshipper diberi hak khiyar (memilih) untuk membatalkan atau 

melanjutkan akad sebelum barang dikirim. Dalam hal ini, sistem 

dropshipping sama dengan konsep bai‟ (jual beli) karena barang yang dijual 

berada dalam kekuasaan penjual. 

2. Dropshipper tidak boleh menentukan harga barang sendiri akan tetapi 

ditetapkan oleh supplier (pemilik barang). Tugas dropshipper hanya 

menjalankan marketing dan akan mendapatkan fee (upah) dari setiap barang 

yang terjual. Dropshipper menjual jasa pemasaran dan mendapat upah dari 

jasa pemasarannya. Dalam hal ini, sistem dropshipping sama dengan konsep 



samsarah dalam Islam, karena di sini posisi dropshipper sebagai perantara 

antara supplier pembeli dalam melakukan jual beli dan mendapat upah dari 

hasil penjualan tersebut. 

3. Dropshipper bertindak sebagai agen atau wakil, dalam kondisi ini barang 

masih berada di tempat supplier dan dropshipper juga bisa bertindak sebagai 

pengirim barang ke tangan konsumen. Dalam hal ini, sistem dropshipping 

sama dengan konsep wakalah dalam Islam, karena di sini posisi dropshipper 

sebagai wakil bagi supplier dalam melakukan penjualan produk milik 

supplier.  

Dari beberapa solusi di atas juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

alternatif akad, yaitu dengan sistem akad salam. Akad salam adalah salah satu 

bentuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Dalam transaksi dropshipping, 

posisi dropshipper (penjual) bertindak sebagai perpanjangan tangan dari supplier 

(pemasok) untuk melakukan penjualan produk.  

Pada jual beli sistem dropshipping terdapat transaksi antara supplier dan 

dropshipper. Namun, dalam akad salam tidak terdapat transaksi antara supplier 

dan dropshipper. Akad salam terdapat pada transaksi antara dropshipper dan 

customer (pembeli), di mana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu 

kepada dropshipper atas barang yang dipesan, kemudian dropshipper 

memesankan barang yang diinginkan pembeli kepada supplier sesuai dengan 

kriteria pemesan pembeli. Jadi, posisi dropshipper di sini sebagai perantara antara 

pembeli dengan supplier. 



Implementasi akad salam yang telah disesuaikan dengan mekanisme 

transaksi dropshipping adalah sebagai berikut: 

1. Para pihak yang terlibat dalam transaksi 

„aqidani adalah para pihak yang bertransaksi, dalam akad mereka adalah 

orang yang memesan (pembeli) disebut dengan al-muslam dan orang yang 

menerima pesanan (penjual) disebut dengan al-muslam alaih. 

a. Muslam (pembeli) 

Pembeli atau pihak yang memesan harus cakap hukum yaitu orang yang 

sudah dewasa atau berakal sehat dan bukan anak kecil yang tidak mendapatkan 

izin dari walinya. Sedangkan sistem dropshipping dilakukan secara online maka 

tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil dikarenakan transaksi akadnya dalam 

bentuk maya dan tidak tatap muka secara langsung. Sedangkan untuk pembayaran 

dilakukan dengan transfer melalui rekening.  

Penulis berkesimpulan bahwa pembeli tersebut sudah dewasa dan cukup 

umur karena dalam pembuatan rekening di Bank memiliki prosedur batas umur. 

b. Muslam alaih (penjual) 

Penjual yaitu orang yang menerima pesanan atau pihak yang menyediakan 

barang dalam hal ini adalah dropshipper. Penjual juga disyaratkan harus cakap 

hukum, tidak boleh ingkar janji dan mendapatkan izin untuk menjualkan suatu 

produk dari supplier, sehingga tidak jadi masalah pada barang tersebut. 

2. Objek transaksi (muslam fih) 

Objek transaksi adalah harga barang dan barang yang dipesan. Harga 

disepakati diawal akad dan harga barang tidak boleh berubah selama masa akad, 



biasanya harga barang sudah ditetapkan oleh dropshipper dan sudah ada pada 

keterangan foto yang disebarkan oleh dropshipper melalui akun sosial medianya. 

Jika pembeli setuju dengan harga barang pembeli harus melakukan transfer 

melalui rekening terlebih dahulu. 

Selanjutnya, barang yang dipesan adalah barang yang akan diserahkan oleh 

penjual yang sesuai dengan spesifikasinya. Barang pesanan tidak termasuk 

kategori yang dilarang (barang najis, haram, samar, tidak jelas) atau barang yang 

dapat menimbulkan kemudharatan. 

3. Shigat (Ijab dan Qabul) 

Ijab dan qabul merupakan kesepakatan yang terjalin baik antara supplier 

dan dropshipper, maupun dropshipper dan konsumen. Pernyataan ijab dan qabul 

disampaikan melalui sms, telepon atau media sosial lainnya sesuai dengan cara 

pemesanan barang yang digunakan oleh dropshipper. Dalam hal ini, terdapat dua 

akad salam pertama antara dropshipper dan supplier, kedua antara dropshipper 

dan pembeli. Maka dari itu, sistem dropshipping lebih tepatnya ke akad salam 

khususnya salam paralel. 

Selain itu, syarat yang disyariatkan dalam menggunakan sistem 

dropshipping pun telah sesuai dengan fiqh yaitu: 

1. Syarat orang yang berakad 

Berdasarkan ketentuan syarat dalam akad salam bahwa para pelaku dalam 

melaksanakan akad tersebut harus baligh dan berakal. Penulis berkesimpulan 

bahwa di sini memang para pihak sudah memenuhi syarat karena dari para pelaku 



yang penulis wawancarai rata-rata adalah pelajar (siswa SMA), mahasiswa dan 

ibu rumah tangga.  

2. Syarat yang terkait dengan barang 

Barang yang diperjual belikan adalah barang yang nyata wujudnya jelas 

sifat dan macam barangnya dan dalam kondisi yang sempurna. Namun, pada 

sistem dropshipping barang yang diperjualbelikan ada pada supplier maka dari itu 

kondisi barang sempurna atau tidak belum dapat dipastikan, karena kondisi barang 

tidak diketahui dengan jelas oleh dropshipper (penjual) disebabkan tidak menstok 

barang. Bisa saja barang yang dikirim oleh supplier tidak sesuai dengan foto 

barang yang ditawarkan melalui sosial media. Berdasarkan  hasil wawancara 

penulis dengan responden bahwa ada konsumen (pembeli) kecewa dengan barang 

pesanan tersebut. Namun, pernyataan dari responden hal itu tidak terlalu 

merugikannya, jika ada kerelaan dalam pihak-pihak yang melakukan jual beli 

menurut Islam, maka jual beli sistem dropshipping hukumnya boleh. 

3. Syarat yang terkait dengan alat pembayaran 

Alat pembayaran harus jelas sifat dan macamnya dan diserahkan di awal 

akad. Para pihak yang melakukan akad telah memenui syarat dengan 

menggunakan nilai rupiah sebagai alat transaksi dan customer (pembeli) juga 

melunasi seluruh pembayaran di awal akad. 

4. Syarat yang terkait dengan waktu dan tempat penyerahan barang 

Waktu dan tempat penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan para 

pihak. Waktu penyerahan barang ditentukan oleh ekspedisi pengiriman barang, 

biasanya menghabiskan waktu sekitar 2 hari atau 3 hari setelah barang dipesan. 



Kemudian tempat penyerahan barang bisa ditentukan oleh customer (pembeli) 

dengan cara memberikan alamat tempat tujuan pesanan yang akan dikirim. 

Dari paparan di atas terdapat beberapa perbedaan penerapan akad salam 

yang telah disesuaikan dengan mekanisme transaksi dropshipping yaitu sebagai 

berikut: 

Sistem akad salam Sistem dropshipping 

1. Ada 2 pihak yang 

bertransaksi dalam akad 

salam yaitu pembeli (al- 

muslam) atau orang yang 

memesan dan penjual (al-

muslam alaih)/orang yang 

menerima pesanan 

2. Pada akad salam para pihak 

bertemu langsung dalam satu 

majelis untuk melaksanakan 

akad salam. 

3. Penyerahan barang dilakukan 

langsung oleh penjual kepada 

pembeli  

 

 

 

1. Ada 3 pihak yang terlibat 

dalam sistem dropshipping 

yaitu supplier, dropshipper 

(penjual) dan customer 

(pembeli). Di antara 3 pihak 

tersebut terdapat dua transaksi 

yaitu antara dropshipper 

dengan  supplier dan 

dropshipper (penjual) dengan 

customer (pembeli) 

2. Sistem dropshipping para 

pihak tidak bertemu langsung 

dalam satu majelis melainkan 

hanya melakukan pemesanan 

secara online melalui sosial 

media  

3. Penyerahan barang dilakukan 



 

 

oleh supplier melalui jasa 

ekspedisi untuk pengiriman 

barang  

 

Pada akad salam ketika pembeli memesan barang kepada penjual, maka 

pada waktu yang telah ditentukan penjual harus menyerahkan barang pesanan 

tersebut kepada pembeli. Apabila, penjual tidak dapat memproduksi barang yang 

dipesan oleh pembeli, penjual harus bertanggung jawab untuk mencari barang 

pesanan yang sesuai dengan pesanan pembeli kepada penjual lain. Hal yang 

serupa itu disebut dengan salam paralel. Oleh sebab itu, menurut penulis sistem 

dropshipping ini lebih tepatnya ke akad salam khususnya salam paralel.  

Selanjutnya, terdapat perbedaan dimana dalam melakukan transaksi para 

pihak tidak melakukan akad dalam satu majelis. Berhubungan dengan itu ulama 

fiqh berbeda pendapat dalam soal majelis atau tempat terlaksananya akad. 

Beberapa ulama mensyaratkan terbentuknya ijab dan qabul harus dilaksanakan di 

dalam majelis akad. Pendapat itu didukung oleh ulama-ulama di kalangan 

Malikiyah dan Syafi‟iyah. Keberadaan ijab dan qabul di luar majelis akad 

dianggap tidak sah dan menyalahi aturan akad itu sendiri. Sebaliknya, ada 

pendapat ulama yang menganggap majelis akad hanya lebih bertumpu pada aspek 

formalitas semata. Karena itu, shigat boleh dilakukan di luar majelis akad. Ulama 

kontemporer Wahbah Zuhayli menyebutkan bahwa majelis akad tidak lagi 

mengharuskan bertemunya para pihak secara fisik apabila sarana yang 

menghubungkannya tersedia. Hal ini disebut sebagai sistem perpanjangan tangan 



dalam sebuah transaksi. Menurut riwayatnya, diketahui bahwa Rasulullah pernah 

melakukan hal tersebut tatkala Rasulullah mengurus dagangan Siti Khadijah.
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Perbedaan yang terakhir, penyerahan barang tidak dilakukan langsung oleh 

penjual kepada pembeli. Akan tetapi menggunakan jasa pengiriman barang. Hal 

ini karena pada jual beli online sistem dropshipping antara penjual dan pembeli 

berada pada tempat, wilayah atau kota yang berbeda dan saling berjauhan. 

Dengan demikian ada perbedaan sistem yang digunakan. Namun, tujuannya 

sama saja yaitu melakukan jual beli dengan cara tidak tunai atau pesanan. 

Perbedaan sistem tersebut dikarenakan perkembangan teknologi saat ini yang 

memberi kemudahan kepada semua orang untuk melakukan segala sesuatu bentuk 

aktivitas termasuk dalam melakukan transaksi jual beli. Jika kembali ke kaidah 

ushul fiqh bahwa “Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah itu boleh 

sampai ada dalil yang mengharamkannya” maka bisnis penjualan produk dengan 

sistem dropshipping itu boleh, selama memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang 

berlaku, khususnya produk/barang yang dijual itu halal. 

Dari transaksi dropshipping tersebut posisi dropshipper dapat dikatakan 

sebagai agen/perantara, sebagai wakil, dan sebagai penjual. Oleh karena itu, dapat 

digunakan alternatif akad yaitu samsarah, salam dan wakalah. Tentunya dalam 

penggunaan ketiga akad tersebut harus memenuhi masing-masing ketentuan rukun 

dan syarat yang berlaku. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akad dalam jual beli online dengan sistem dropshipping melibatkan tiga 

pihak dengan dua akad yaitu: 

a. Antara supplier dengan dropshipper 

Akad terjadi ketika ada penawaran dari supplier dan ditanggapi oleh 

calon dropshipper dengan melakukan pendaftaran. 

b. Antara dropshipper dan pembeli 

Akad terjadi  ketika pembeli melakukan pemesanan barang dan 

mentransfer uang kepada dropshipper dan dropshipper menerima 

pesanan tersebut kemudian dilanjutkan kepada supplier untuk dilakukan 

pengiriman barang ke alamat pembeli.  

2. Transaksi jual beli online yang menggunakan sistem dropshipping dapat 

menimbulkan masalah bagi para pihak yaitu dropshipper, supplier, dan 

pembeli. Namun, dari masalah-masalah yang terjadi dalam jual beli online 

sistem dropshipping yang sering dirugikan adalah pembeli, seperti: 

a. Pengiriman barang kadang-kadang terlambat dari waktu yang dijanjikan. 

b. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. 



c. Adanya penipuan dengan tidak dikirimnya barang setelah pembeli 

mentransfer uang. 

3. Jual beli sistem dropshipping diperbolehkan menurut syari‟ah dengan 

menggunakan alternatif akad yaitu akad salam. Dilihat dari rukun dan syarat 

yang berlaku pada akad salam telah terpenuhi oleh sistem dropshipping dan 

juga telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam Islam. Hal ini dapat dilihat 

dari akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi telah cakap hukum, 

berakal, dan tidak adanya paksaan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, 

namun tidak dilarang oleh syari‟at Islam. Namun, jika dilihat dari para pihak 

yang terlibat dalam transaksi dropshipping maka lebih cocok ke akad salam 

jenis salam paralel. Oleh karena itu sistem dropshipping diperbolehkan 

menurut syari‟ah/hukum Islam asalkan objek barang yang diperjualbelikan 

tidak mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari syari‟at Islam. Di 

samping itu, para pihak harus bersikap jujur dan beritikad baik.  

B. Saran  

1. Bisnis dropshipping adalah bisnis yang bagus dan sangat memberi peluang 

bagi pelaku bisnis pemula seperti anak-anak muda agar bisa terbentuk mental 

untuk menjadi seorang pebisnis (entrepreneur). 

2. Bagi para pelaku usaha online diharapkan lebih hati-hati dan cermat lagi 

dalam berkomunikasi dengan pihak dropshipper, agar segala kesalahan 

terkait dengan barang dapat diminimalisir. 



3. Untuk lebih maju dan demi kelanjutan bisnis dropshipping ini hendaknya 

pihak suplier harus jujur dalam memberkan informasi barang dan kondisi 

barang. 

4. Kepada pihak yang berwenang untuk membuat peraturan undang-undang, 

hendaknya memperhatikan jual beli online dengan sistem dropshipping dan 

membuat pasal khusus tentang dropshipping ke dalam undang-undang ITE 

(Informasi dan Transaksi Elektrik), agar para pihak melakukan transaksi 

dropshipping dengan aman. 
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